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Prakata
Konsep dan bentuk partisipasi masyarakat dalam

perumusan kebijakan publik di daerah memberikan
makna masyarakat tidak sekadar ikut terlibat, tetapi
harus berperan aktif. Masyarakat perlu berpartisi-
pasi terlibat dalam perumusan kebijakan publik
untuk memperjuangkan kepentingan bersama da-
lam masyarakat. Makna partisipasi tentunya tidak
bisa disamakan dengan mobilisasi. Partisipasi tidak
boleh dipaksa atau digerakkan oleh kekuatan atau
kekuasaan penguasa/pejabat tertentu.

Partisipasi lebih pada aktivitas secara aktif untuk
memperjuangkan kepentingan bersama. Partisipasi
disebut pula dengan ikut serta, turut terlibat, ambil
bagian, atau peran serta dalam kegiatan bersama.
Seseorang dapat berpartisipasi dengan pikiran,
tenaga, atau hartanya untuk menyelesaikan per-
soalan atau tugas bersama. Upaya ini tentunya harus
dilakukan dengan tetap menjaga keamanan dan
ketertiban, menciptakan kebersihan, menjaga keru-
kunan dan ketenteraman, serta mewujudkan
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kemakmuran dan keadilan bersama.
Buku ini memberikan gambaran pengalaman

partisipasi komunitas penyandang disabilitas yang
aktif terlibat dalam penyusunan kebijakan daerah
terkait dengan pemenuhan hak penyandang disa-
bilitas. Partisipasi penyandang disabilitas yang
tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas
sangat penting untuk dilibatkan dalam proses peru-
musan kebijakan publik termasuk kebijakan daerah
tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyan-
dang disabilitas, karena mereka yang paling paham
tentang berbagai persoalan yang dihadapi dalam
kehidupan mereka. Buku ini juga memberikan pe-
tunjuk bentuk-bentuk partisipasi masyarakat
penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan
publik dalam setiap tahapan proses perumusan
kebijakan.

Meskipun penulis telah berusaha memberikan
contoh-contoh berbagai bentuk partisipasi masya-
rakat penyandang disabilitas yang beragam dalam
perumusan kebijakan, namun tetap saja ada ke-
mungkinan adanya kekurangan dari buku ini. Oleh
karena itu penulis mengharapkan berbagai masukan
untuk perbaikan buku ini.
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Kami mengucapkan terima kasih kepada Disabil-
ity Right Fund, dan Disability Right Advocacy Fund,
dan Pusat Studi Disabilitas dan Kemanusian UMY,
serta berbagai pihak yang telah mendukung team
koalisi yang terdiri dari CIQAL, MPM PP Muham-
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BAB 1
Memahami Partisipasi

Partisipasi masyarakat sipil di identikkan
dengan semangat demokrasi dan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih. Boleh dikata,
situasi ini menandai mengikisnya dominasi peme-
rintah dalam menentukan kebijkan publik, segala
sesuatu ditentukan apa kata pemerintah (top down).

Sebaliknya, aspirasi masyarakat diperhitungkan
sebagai bagian yang menentukan kebijakan publik
(bottom up). Tentu, hal ini merupakan era ideal yang
harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh
seluruh lapisan masyarakat. Sejarah telah  memberi
pelajaran berharga kepada kita, ketiadaan partisipasi
masyarakat telah membentuk kebijakan publik yang
tidak memihak dan tidak ramah kepada masyarakat.
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Apa itu partisipasi?
Secara sederhana dalam bahasa sehari-hari par-

tisipasi adalah “ambil bagian”, “keikutsertaan” atau
“keterlibatan” seseorang dalam suatu kegiatan.
Perwujudan partisipasi dapat dilakukan pada ber-
bagai ranah kegiatan yang berorientasi individual,
kelompok, kemasyarakatan, dan pemerintahan, baik
dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup yang
lebih luas yakni wilayah sekolah, organisasi, kam-
pung kelurahan/ desa, kecamatan, kabupaten/ kota,
provinsi, dan bahkan negara.

Partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan misal-
nya, mengikuti kerja bakti dan mengikuti pertemuan
Rukun Tetangga/Rukun Warga. Sedangkan partisi-
pasi dalam kegiatan pemerintahan contohnya mem-
beri masukan kepada pemerintah terkait musya-
warah perencanaan pembangunan dan penyusunan
peraturan daerah.

Sesungguhnya, partisipasi itu merupakan kebu-
tuhan setiap orang.  Mengapa demikian? Tujuan dari
partisipasi adalah memberi manfaat kepada pihak
yang berpartisipasi. Maksudnya, apa yang dihasilkan
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dengan adanya partisipasi dinikmati oleh orang yang
berpartisipasi. Oleh karena itu partisipasi mempu-
nyai beberapa fungsi.

Partisipasi merupakan sarana mengembangkan
kapasitas diri bagi seseorang. Melalui berpartisipasi
itu seseorang melakukan pembelajaran bagi dirinya
mengenai kegiatan yang dilakukan dan pembela-
jaran lainnya yang diterima (melatih diri melakukan
sesuatu, praktek terbaik, hikmah dari kegagalan,
informasi, dan sebagainya). Misalnya, berpartisipasi
dalam organisasi memungkinkannya meningkatkan
kapasitasnya dalam hal kepemimpinan.

Berpartisipasi dalam kegiatan olah raga, me-
mungkinnya lebih berprestasi dalam olahraga terse-
but. Berpartisipasi juga menjadi sarana berinteraksi
(berhubungan) dan menjalin kerjasama dengan indi-
vidu lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemam-
puan berkomunikasi dan berjejaring dengan orang
lain. Dan yang paling utama, apabila berkaitan de-
ngan kegiatan penyusunan kebijakan publik, berpar-
tisipasi merupakan upaya untuk melindungi dan
memperjuangkan kepentingan sebagai individu dan
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warga negara.
Kebijakan publik adalah kebijakan yang berhu-

bungan kepentingan publik (masyarakat), dalam
bentuk pengaturan kewajiban, hak, larangan, per-
kenan, dan sebagainya. Kebijakan publik yang tidak
memberi ruang partisipasi bagi masyarakat sangat
rawan mengabaikan hak-hak masyarakat atau mem-
berikan kewajiban yang tidak layak.

Pada dasarnya pihak yang paling tahu kebutuhan
masyarakat adalah masyarakat. Karena itu suatu
kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat,
maka harus dilakukan secara partisipatif.

Berdasar tujuan dan fungsi partisipasi di atas,
partisipasi tidak semata sebagai keikutsertaan se-
cara fisik atau kuantitatif, tetapi harus memung-
kinkan masyarakat yang berpartisipasi mendaya-
gunakan potensi dan kemampuannya yang terkait
serta mempengaruhi hasil kegiatan. Artinya, ketika
masyarakat berpatisipasi dalam penyusunan pera-
turan maka peraturan yang dihasilkan memperha-
tikan kepentingan masyarakat.
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Partisipasi sebagai Hak Warga Negara
Partisipasi merupakan hak asasi yang dimiliki oleh

setiap warga negara. Undang-UndangDasar 1945
sebagai peraturan tertinggi di Indonesia menjamin
hak berpartisipasi bagi setiap warganegara. Dianta-
ranya, Pasal 28 menyatakan:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, me-
ngeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang.

Selanjutnya, Pasal 28C ayat (2) menyatakan:
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolek-
tif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya.

Mengeluarkan pikiran, memajukan dirinya dan
memperjuangkan haknya dapat diartikan secara le-
bih luas hak tersebut dilakukan melalui keterli-
batannya dalam kegiatan yang diselenggarakan
masyarakat dan pemerintah. Di samping itu, Pasal
44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia menegaskan:
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Setiap orang baik sendiri maupun bersama-
sama berhak mengajukan pendapat, permo-
honan, pengaduan, dan atau usulan kepada
pemerintah dalam rangka pelaksanaan peme-
rintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik
dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal tersebut menjamin kesempatan setiap
orang berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemerintahan.

Secara  khusus, Pasal  96 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-
undang-undangan memberikan hak kepada masya-
rakat untuk terlibat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan yakni memberikan masukan
secara tertulis maupun lisan. Partisipasi dapat
dilakukan secara perseorangan atau kelompok.

Sementara itu, di kancah internasional, Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi
Majelis Umum Nomor 41/128 tanggal 4 Desember
1986. Dalam Resolusi tersebut dinyatakan bahwa
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setiap orang berhak ikut serta, berkontribusi, dan
menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya,
dan politik, yang di dalamnya semua hak asasi
manusia dan kebebasan dasar dapat diwujudkan
sepenuhnya. Resolusi ini selain penegasan menge-
nai hak setiap orang untuk menikmati pemba-
ngunan juga hak berpartisipasi dalam kegiatan pem-
bangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun hak berpartisipasi bagi Penyandang Disa-
bilitas diingatkan kembali pada Konvensi mengenai
Hak-kak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Hal
ini tercantum dalam  Pasal 29 yang mengatur me-
ngenai partisipasi dalam kehidupan politik dan ma-
syarakat, Pasal 30 mengenai partisipasi dalam kehi-
dupan budaya, rekreasi, dan olahraga, dan Pasal 33
angka 3 mengenai hak berpartisipasi dalam kegiatan
monitoring pelaksanaan Konvensi ini.

Di samping itu, partisipasi dan keterlibatan penuh
dan efektif Penyandang Disabilitas dalam masya-
rakat menjadi salah satu prinsip umum pelaksanaan
Konvensi (Pasal 3).
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Konvensi ini juga mengamanatkan kepada ne-
gara/ pemerintah agar dalam pembuatan dan pelak-
sanaan peraturan perundang-undangan dan kebi-
jakan untuk melaksanakan Konvensi, dan proses-
proses pengambilan keputusan lainnya yang berka-
itan dengan Penyandang Disabilitas harus berkon-
sultasi dan melibatkan penyandang disabilitas.

Bentuk Partisipasi
Berpartisipasi pada dasarnya dapat dilakukan

dalam berbagai bentuk, diantaranya:
1. Terlibat dalam suatu kegiatan

Keterlibatan dalam suatu kegiatan ini dapat dalam
rangka mengembangkan kemampuan dan me-
nyalurkan bakat (misalnya, dalam kegiatan olah
raga dan seni) maupun kegiatan untuk memper-
juangkan hak-haknya (advokasi).

2. Menjadi anggota organisasi
Keterlibatan dalam suatu organisasi dapat men-
jadi sarana untuk menyalurkan kepeduliannya
dan memperjuangkan hak-haknya maupun hak
orang lain.
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3. Memberikan masukan atau usulan kepada pihak
lain.
Pihak lain di sini meliputi, misalnya, pengurus
wilayah, penyedia layanan publik, DPRD, dan pe-
merintah di kabupaten, kota, provinsi, dan pusat.
Masukan yang diberikan dapat berkaitan dengan
peningkatan layanan publik maupun penyusunan
peraturan perundang-undangan.

4. Melakukan pemantauan (monitoring)
Monitoring dilakukan terhadap berbagai kegiatan
yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah,
serta pelaksanaan peraturan perundang-un-
dangan.
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BAB 2
Partisipasi, Kunci

Keberhasilan Advokasi

Sampai akhir tahun 2016, Daerah Istimewa Yogya-
karta sudah memiliki empat peraturan daerah ting-
kat kabupaten/kota terkait hak penyandang disa-
bilitas. Kabupaten Bantul telah memiliki Perda No-
mor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak
Penyandang Disabilitas, disahkan tanggal 1 Septem-
ber 2015. Kabupaten Kulon Progo memiliki Perda
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Per-
lindungan Penyandang Disabilitas, diundangkan
tanggal 18 Maret 2016.

Kabupaten Gunungkidul memiliki Perda Nomor
9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlin-
dungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disa-
bilitas, yang diundangkan tanggal 7 Oktober 2016.
Kabupaten Sleman memiliki Perda tentang Penye-
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lenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak
Penyandang Disabilitas yang disahkan tanggal 27
Desember 2016.

Keberadaan regulasi tersebut adalah hasil dari
kerja keras semua stakeholders dari unsur eksekutif,
legislatif, organisasi sosial kemasyarakatan, organi-
sasi penyandang disabilitas, dan para pihak lain sela-
ma lebih dua tahun. Suatu proses advokasi yang dila-
tarbelakangi oleh situasi paska diratifikasinya
UNCRPD (United Nations Convention on the Right
of Person with Disability), konvensi PBB mengenai
hak penyandang disabilitas, melalui Undang-undang
No. 19 Tahun 2011, di mana sampai dengan tahun
2014, seakan tidak merubah apapun.

Masih saja ada anak dengan disabilitas yang dito-
lak untuk bersekolah di sekolah reguler, sementara
untuk mengakses Sekolah Luar Biasa terkendala
jarak. Masih ada penyandang disabilitas tidak dapat
melaksanakan hak politiknya karena kesulitan meng-
akses tempat pemilihan. Masih banyak penyandang
disabilitas yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan
yang layak karena faktor disabilitas dan juga kalah
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bersaing dengan nondisabilitas.
Penyandang disabilitas masih saja kesulitan untuk

mengakses tempat-tempat rekreasi dan fasilitas
publik, seakan-seakan rekreasi hanyalah untuk
orang-orang nondisabilitas. Hal-hal itu pula yang
masih terjadi di 5 kabupaten/kota di Daerah Isti-
mewa Yogyakarta. Selalu saja alasan klise yang mun-
cul, tidak ada cantolan hukum yang sesuai dengan
situasi dan kondisi di kabupaten/kota —meski sudah
ada CRPD dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2012 tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang
Disabilitas.

Advokasi yang dilakukan bukan hanya sekedar
untuk mewujudkan kebijakan lokal yang prodisa-
bilitas, namun juga tentang bagaimana kebijakan
lokal tersebut dapat menjawab persoalan yang dia-
lami penyandang disabilitas di kabupaten/kota yang
bersangkutan. Ada banyak faktor yang mempe-
ngaruhi berhasilnya proses advokasi Penyusunan
Peraturan Daerah tingkat kabupaten/kota di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Salah satunya, dan merupakan
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faktor kunci, adalah partisipasi penyandang disa-
bilitas di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Membicarakan tentang penyandang disabilitas
dan mengadvokasi peraturan tentang penyandang
disabilitas adalah omong kosong jika tidak meli-
batkan mereka. Karena hanya penyandang disabi-
litaslah yang tahu tentang kebutuhan mereka. Oleh
karena itu, proses advokasi yang dimotori oleh
FPHPD (Forum Penguatan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas) yang terdiri dari CIQAL, MPM PP Mu-
hammadiyah, dan ILAI ini memang sengaja meli-
batkan Penyandang disabilitas dan OPD (Organisasi
Penyandang Disabilitas) dalam segala proses.

Dimulai dari awal proses untuk menyamakan
persepsi terkait pentingnya payung hukum untuk
menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas
hingga proses lobi. Dimulai dari penjaringan ma-
sukan untuk menyusun naskah akademik, seminar
naskah akademik, hingga penyerahan naskah aka-
demik. Dimulai dari penjaringan masukan untuk
menyusun draf peraturan daerah, mereview draf
perda, seminar draf perda, hingga penyerahan draf
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perda kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahkan
pada saat pembahasan raperda di tingkat Legislatif
pun, penyandang disabilitas ikut terlibat aktif.

OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) dari
Kabupaten Bantul yang terlibat dalam proses advo-
kasi penyusunan peraturan daerah di Kabupaten
Bantul adalah PPDI (Persatuan Penyandang Disabi-
litas Indonesia) Kabupaten Bantul, FPDB (Forum
Peduli Difabel Bantul), ITMI (Ikatan Tunanetra Mus-
lim Indonesia) Kabupaten Bantul, Pertuni (Persatuan
Tunanetra Indonesia) Kabupaten Bantul, Karinakas,
GERKATIN (Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indo-
nesia), dan HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas In-
donesia) Kabupaten Bantul.

Dari Kota Yogyakarta, DPO yang terlibat adalah
HWDI Kota Yogyakarta, GERKATIN, DAC (Deaf Art
Community), Pertuni Kota Yogyakarta, NPC (National
Paralympic Committee) Kota Yogyakarta. Di Kabu-
paten Sleman, DPO yang berpartisipasi dalam proses
advokasi terdiri dari PPDI Kabupaten Sleman, ODM
(Organisasi Difabel Mlati), PDN (Persatuan Difabel
Ngaglik), HWDI Sleman, ITMI Sleman, Pertuni
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Sleman, GERKATIN, dan perwakilan penyandang
disabilitas di masing-masing kecamatan di Sleman—
ada PPDI tingkat kecamatan di Kabupaten Sleman.

DPO di kabupaten Kulon Progo yang berpartisipasi
dalam melakukan advokasi peraturan daerah terkait
disabilitas adalah HWDI Kabupaten Kulon Progo,
Pertuni Kabupaten Kulon Progo, PPDI Kabupaten
Kulon Progo. Sementara itu, support luar biasa da-
lam mengawal terwujudnya peraturan daerah di Ka-
bupaten Gunungkidul diberikan oleh FKDG (Forum
Komunikasi Disabilitas Gunungkidul), HWDI
Gunungkidul, OSPD (Organisasi Sosial Penyandang
Disabilitas), PPDI Kabupaten Gunungkidul, Pertuni
Kabupaten Gunungkidul, ITMI Kabupaten Gunung-
kidul, dan NPC Kabupaten Gunungkidul.

Peranan Penyandang Disabilitas
Proses advokasi ini tiada berarti tanpa melibatkan

penyandang disabilitas. Dalam penyusunan naskah
akademik dan draf peraturan daerah, diperlukan
masukan dari mereka. Tentang bagaimana kondisi
secara detail hambatan yang mereka alami. Tentang
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apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah se-
tempat dan apa yang belum dilakukan. Tentang apa
yang menjadi keinginan mereka. Tentang solusi yang
mungkin bisa digunakan untuk memecahkan perma-
salahan dan kesulitan yang dihadapi penyandang
disabilitas.

Masukan-masukan yang diharapkan adalah hal-
hal yang benar-benar baru. Hal-hal yang saat ini
benar-benar menjadi permasalahan penting dan
masih belum tertampung dalam peraturan perun-
dangan-undangan yang sudah ada. Harapannya
adalah bahwa peraturan daerah yang akan dibentuk
nantinya bukanlah merupakan copy paste dari
peraturan yang sudah ada, namun akan melengkapi
peraturan yang sudah ada dan menjawab kebutuhan
di kabupaten/kota yang bersangkutan. Untuk itu
diperlukan lebih dari satu cara untuk mendapatkan
masukan, mulai dari workshop, FGD (Focus Discus-
sion Group), kemudian dilakukan beberapa kali re-
view draft.

Salah satu moment penting untuk mendapatkan
masukan-masukan penyusunan Naskah Akademik
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Perda Disabilitas dan Draft Peraturan Daerah di 5
kabupaten/kota adalah Workshop Persiapan Naskah
Akademik. Workshop ini dilakukan di kantor BPKS
Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan
mengundang penyandang disabilitas atau Organisasi
Penyandang Disabilitas dari Kabupaten Bantul,
Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo,
Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Workshop ini penting, karena dari workshop
inilah tim drafter mendapatkan bahan untuk mema-
sukkan poin-poin penting yang selama ini masih
luput dari jangkauan peraturan perundang-un-
dangan yang sudah ada, salah satunya di bidang
pekerjaan dan ketenagakerjaan.

Dalam bidang pekerjaan dan ketenagakerjaan,
banyak hal-hal baru yang didapat dari workshop ini,
terutama pada sesi 2 yang merupakan FGD (Focus
Discussion Group). Peserta yang terlibat adalah pe-
nyandang disabilitas yang mewakili beberapa OPD
dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo,
Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan
Kota Yogyakarta, orang tua dari anak dengan
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disabilitas, serta Kelompok RBM dari Pajangan
Bantul dan RBM Banguntapan Bantul.

Sengaja dalam tulisan ini, sedikit disampaikan
tentang proses penggalian masalah di bidang peker-
jaan dan ketenagakerjaan. Untuk sedikit membe-
rikan gambaran tentang bagaimana penyandang
disabilitas berperan penting dalam menentukan
poin-poin yang akan dimasukkan dalam draf pera-
turan daerah. Poin-poin yang memang dibutuhkan
untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyan-
dang disabilitas di bidang pekerjaan dan ketenaga-
kerjaan.

Dalam diskusi muncul permasalahan bahwa pe-
nyandang disabilitas masih tidak mampu bersaing
dengan tenaga kerja nondisabilitas. Saat ditanya
mengapa, ada yang mengatakan bahwa tempat
kerja tidak aksesibel, dalam artian perusahaan tidak
memiliki perspektif disabilitas. Namun sebagian
sepakat bahwa tenaga kerja dengan disabilitas kalah
bersaing dengan tenaga kerja nondisabilitas karena
skill yang rendah. Skill yang rendah ini terjadi, antara
lain, karena ketrampilan atau training yang diberikan
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oleh Pemerintah hanya itu-itu saja, berkisar pada
menjahit, memasak atau pijat untuk disabilitas
netra.

Peserta diskusi sepakat bahwa terkait skill yang
rendah ini, diperlukan adanya kebijakan untuk men-
jamin peningkatan kapasitas penyandang disabilitas,
dan tentu saja kapasitas yang dimaksud adalah yang
sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain
itu, perlu ada pelatihan ketrampilan terkait dengan
manajemen perkantoran, administrasi perkantoran,
pengelolaan keuangan.

Peserta lainnya lagi menambahkan, perlu adanya
sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa penyan-
dang disabilitas yang bersangkutan memiliki kapa-
sitas dan kemampuan yang sama dengan dengan
nondisabilitas—penulis sempat berpikir bahwa
usulan ini muncul sebagai efek dari (seolah-olah)
sertifikat ketrampilan apapun yang dimiliki penyan-
dang disabilitas menjadi tidak berguna saat diha-
dapkan pada pasar kerja.

Lebih lanjut berbicara tentang pelatihan kerja,
terungkap bahwa selama ini penyandang disabilitas
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hanya bisa mengikuti pelatihan yang khusus diper-
untukkan bagi penyandang disabilitas. Memang
tidak ada larangan untuk mengikuti pelatihan kerja
yang diperuntukkan bagi umum (baca: nondisa-
bilitas), namun konsekuensinya mereka akan benar-
benar diperlakukan sebagai orang nondisabilitas
tanpa memikirkan hambatan yang timbul karena
kondisi disabilitas.

Kalaupun ruang pelatihan ada di lantai atas tanpa
ada lift, maka peserta dengan disabilitas harus
mampu ‘menyesuaikan diri’. Dalam artian, memak-
sakan diri sendiri untuk naik tangga jika ingin mengi-
kuti proses pelatihan. Bahkan jika perlu merangkak,
maka merangkaklah. Jadi, penting adanya aksesi-
bilitas dalam pelatihan kerja dan tempat pelatihan.

Dalam diskusi tersebut terungkap, sebenarnya
juga sudah menjadi rahasia umum, bahwa penyan-
dang disabilitas seringkali tidak mampu mengakses
dunia kerja karena mereka seringkali tidak menge-
tahui atau terlambat mengetahui adanya informasi
lowongan kerja, termasuk jika ada bursa kerja bagi
penyandang disabilitas. Artinya, informasi tersebut
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tidak sampai atau tidak bisa diakses oleh penyan-
dang disabilitas. Sebanyak apapun perusahaan yang
terbuka untuk merekrut tenaga kerja dengan disa-
bilitas, hal ini menjadi tidak berarti manakala infor-
masi tersebut tidak sampai kepada penyandang
disabilitas. Dari hal tersebut, disepakati bahwa
informasi mengenai lapangan pekerjaan termasuk
tentang bursa kerja, dan juga informasi tentang
potensi kerja penyandang disabilitas harus dapat
diakses dengan mudah dan dengan cara yang
aksesibel.

Selain faktor aksesibilitas di tempat kerja, penyan-
dang disabilitas kadang enggan untuk bekerja di
perusahaan atau instansi tertentu adalah karena fak-
tor keamanan dan juga faktor keterbatasan mobili-
tas. Peserta lainnya menyatakan bahwa perlu ada-
nya divisi khusus yang mendampingi tenaga kerja
disabilitas terkait urusan dengan perusahaan pem-
beri kerja.

Disepakati dalam diskusi bahwa penyandang
disabilitas selalu kalah bersaing dari nondisabilitas,
sering karena si penyandang disabilitasnya sendiri.
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Mereka sering tidak memiliki kepercayaan diri dan
motivasi untuk bekerja. Meskipun tak bisa dipungkiri
bahwa stigma masyarakat dalam memandang tena-
ga kerja dengan disabilitas juga bisa berpengaruh
pada tingkat kepercayaan diri tersebut.

Hal yang menarik adalah ketika penulis menanya-
kan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah
motivasi dan kepercayaan diri dari penyandang disa-
bilitas. Seorang gadis dengan cerebral palsy menga-
takan bahwa untuk karyawan dengan disabilitas
perlu mendapatkan training motivasi untuk konsep
diri atau training ESQ, dan motivatornya adalah dari
kalangan penyandang disabilitas yang sudah sukses.

Hal yang masuk akal. Seseorang bisa menjadi
motivator bagi siapapun. Tapi menjadi motivator
bagi penyandang disabilitas yang ‘unik’, tidak semua
orang bisa. Tidak semua orang pernah memiliki pe-
ngalaman ‘tersisih’ karena disabilitas yang dimiliki-
nya. Dan hanya penyandang disabilitas dengan
pengalaman ‘berkesan’ tersebut yang paling tepat
untuk memotivasi penyandang disabilitas. Bukankah
hanya penyandang disabilitas yang tahu tentang
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penyandang disabilitas?
Kemudian terkait dengan pengembangan usaha,

terungkap bahwa selama ini konsumen masih ku-
rang menaruh kepercayaan terhadap produk yang
dihasilkan oleh penyandang disabilitas. Hal ini diper-
parah dengan kesulitan dari penyandang disabilitas
dalam memasarkan produk. Akan sangat membantu
bagi wirausahawan dengan disabilitas, jika mereka
mendapatkan pelatihan atau pembinaan dari segi
manajemen, produksi dan pemasaran. Dan tentu
saja ada monitoring paska pelatihan. Selain itu, kesu-
litan penyandang disabilitas dalam memasarkan
produk bisa diatasi, antara lain, dengan mengikut-
sertakan mereka dalam pameran-pameran produk.

Berkaitan dengan urusan tender pengadaan ba-
rang di pemerintah, penyandang disabilitas selalu
kalah bersaing. Andaikan ada kuota khusus bagi pe-
nyandang disabilitas terkait pengadaan barang,
misal pengadaan meja kursi kantor, tentulah akan
membantu mengurangi pengangguran di kalangan
penyandang disabilitas. Hal ini jauh berbeda jika
dibandingkan dengan Filipina, dimana pengadaan
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barang (mebel) untuk sekolah, 10% diproduksi oleh
penyandang disabilitas.

Respon dari masing-masing pemerintah daerah
terhadap rencana penyusunan peraturan daerah
tidaklah selalu sama dalam hal kecepatan. Disaat
Pemerintah Daerah lain memiliki kecepatan normal
dalam proses ini, DPRD Kabupaten Bantul mengam-
bil langkah cepat, bahkan super cepat, dalam
menyusun draf peraturan daerah. Tim dari FPHPD
sempat memberi masukan untuk draf perda dari
DPRD Bantul tersebut, dan juga disampaikan dalam
public hearing.

Pada tanggal 1 September 2015, Peraturan Dae-
rah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas disah-
kan; sedangkan di sisi lain, pengkayaan-pengkayaan
masih diberikan oleh penyandang disabilitas untuk
proses penyusunan draf perda di Kabupaten Sleman,
Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo,
dan Kota Yogyakarta.

Setelah melalui proses panjang kurang lebih dua
tahun, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten
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Gunungkidul akhirnya memiliki peraturan daerah
yang prodisabilitas. Hal yang menggembirakan
adalah bahwa masukan-masukan selama proses
tersebut, banyak yang dituangkan dalam kedua
peraturan daerah tersebut, termasuk beberapa di
bidang pekerjaan dan ketenagakerjaan.

Berikut ini adalah masukan-masukan di bidang
pekerjaan dan ketenagakerjaan yang diberikan oleh
penyandang disabilitas dan kemudian tercantum
dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Kulon Progo
dan Kabupaten Gunungkidul.

Masukan 
Perda  

Kab. Kulon 
Progo No. 3/2016

Perda 
Kab. Gunungkidul  

No. 9/2016 
Tersedianya informasi 
lapangan kerja  

Pasal 19 ayat (1) Pasal 14 ayat (1) 

Informasi lapangan kerja 
dan potensi kerja 
penyandang disabilitas 
harus selalui up to date 

Pasal 19 ayat (3)

Informasi lapangan kerja 
dan potensi kerja 
penyandang disabilitas 
dapat diakses dengan 
mudah dengan cara yang 
aksesibel  

Pasal 19 ayat (3) Pasal 14 ayat (3) 

Informasi bursa kerja yang 
aksesibel 

 Pasal 15 ayat (3) 

Adanya pendamping bagi 
penyandang disabilitas usia 
kerja.  

 Pasal 16 ayat (1) dan 
(2) 
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Masukan 
Perda  

Kab. Kulon 
Progo No. 3/2016 

Perda  
Kab. Gunungkidul  

No. 9/2016 
Pelatihan kerja dalam 
lingkungan yang aksesibel  

Pasal 24 Pasal 20 ayat (1) 

Penyelenggara pelatihan 
kerja memberikan sertifikat 
sebagai tanda bukti kelulusan
dan kesetaraan yang 
memuat tingkat kompetensi 
yang telah dikuasai oleh 
Penyandang Disabilitas  

 Pasal 24 

Adanya akomodasi yang 
layak 

 Pasal 13 huruf c 

Disabilitas bukan alasan 
untuk diberhentikan bekerja 

 Pasal 13 huruf  d 

Mengikutsertakan 
pengusaha dengan 
disabilitas dalam pameran 
produk  

Pasal 26 ayat (2) 
huruf b 

Pasal 25 ayat (2) huruf 
b 

Pembinaan terhadap usaha 
mandiri dari aspek 
manajemen, produksi, dan 
pemasaran  

Pasal 26 ayat (2) 
huruf d  

 

Penguatan usaha mandiri 
penyandang disabilitas 
melalui pemberian kontrak 
kerja untuk memenuhi 
kebutuhan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. 

 Pasal 28 

Kabupaten Sleman, bukan hanya peran penyan-
dang disabilitas yang patut diacungi jempol, namun
juga pihak Legislatif yang berkomitmen agar raperda
bisa disahkan di tahun 2016. Bahkan pada bulan
Februari 2016, proses public hearing pun dilakukan
di beberapa tempat berbeda, yakni di Kecamatan
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Sleman (Desa Trimulyo), Kecamatan Mlati (Desa
Tlogoadi, Desa Sendangadi), Kecamatan Gamping
(Desa Balecatur, Desa Ambarketawang, Desa Banyu-
raden), Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Pram-
banan (Desa Madurejo). Tentu saja ‘safari public
hearing’ ini memudahkan bagi penyandang disabili-
tas untuk angkat bicara pada proses tersebut, meng-
ingat di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Sleman
sudah terbentuk DPO.

Tidak bisa dipungkiri bahwa di Kabupaten Bantul,
Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul,
dan Kota Yogyakarta, sebenarnya juga dilakukan
public hearings. Dan public hearings yang dilakukan
di gedung DPRD itu juga dihadiri penyandang disa-
bilitas dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Ten-
tu saja proses penjaringan masukan yang dilakukan
dengan cara turun langsung ke grassroots memiliki
dampak yang berbeda bila dibandingkan dengan
cara biasa yang dilakukan di gedung Dewan.

Dengan turun langsung ke grassroots, maka
masukan yang didapat akan lebih besar karena akan
semakin banyak masyarakat yang ikut berparisipasi.
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Hal ini tentu saja lebih memudahkan bagi penyan-
dang disabilitas, yang sebagian besar terkendala mo-
bilitas, untuk berparisipasi, apalagi hal ini terkait
dengan kebijakan yang prodisabilitas.

Namun proses yang sudah berjalan 2 tahun itu
seakan menjadi berbalik. Di bulan Nopember terde-
ngar kabar bahwa Raperda Kabupaten Sleman ten-
tang Penyelenggaraan Perlindungan dan Peme-
nuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas tidak bisa
disahkan di tahun 2016, dan akan diundur di tahun
2017. Tentu saja hal itu menimbulkan kekhawatiran
di kalangan disabilitas Sleman, seakan-akan perso-
alan disabilitas bukanlah hal penting sehingga
pengesahan harus diundur. Apalagi sudah tidak ada
masalah terkait konten, dan bahkan revisi dari pro-
pinsi sudah dimasukkan.

Oleh karena itu, pada tanggal 15 Nopember 2016,
para penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman
bersatu, mendatangi gedung DPRD Kabupaten
Sleman untuk menuntut segera disahkannya Pera-
turan Derah tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
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Bentuk dukungan mereka terhadap pengesahan
peraturan daerah tersebut diwujudkan dalam ben-
tuk pengumpulan tanda tangan dari penyandang
disabilitas di Kabupaten Sleman untuk diserahkan
kepada para Anggota Dewan yang terhormat.

Sebenarnya hari itu DPRD Kabupaten Sleman
sedang reses, namun kemudian beberapa anggota
Dewan datang untuk menemui rakyatnya. Di depan
Anggota Dewan yang menerima, satu persatu pe-
nyandang disabilitas menyampaikan aspirasinya.
Tentang betapa pentingnya payung hukum bagi me-
reka. Tentang tidak ada alasan untuk menundanya.
Setelah proses dialog, akhirnya pihak Legislatif
menyatakan bahwa raperda tetap akan disahkan di
tahun 2016.

Selanjutnya, setelah satu bulan lebih, DPRD
Kabupaten Sleman mensahkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang
Disabilitas. Namun, sampai saat tulisan ini dibuat,
FPHPD masih belum mendapat informasi tentang
nomor peraturan daerah tersebut.
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Terwujudnya dan disahkannya peraturan daerah
yang prodisabilitas di tingkat kabupaten/kota tak
lepas dari peran aktif penyandang disabilitas setem-
pat. Peran aktif itu bukan hanya dalam menentukan
konten untuk mewujudkan kebijakan yang benar-
benar prodisabilitas, tapi juga dalam bentuk lobi
yang terus-menerus. Termasuk desakan-desakan
kepada pembuat kebijakan saat ada indikasi bahwa
proses akan ‘mandeg’ atau ada pencopotan pasal-
pasal tertentu. Bisa dikatakan bahwa advokasi terha-
dap penyandang disabilitas akan berhasil jika ada
partisipasi dari penyandang disabilitas itu sendiri.
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BAB 3
Strategi Membangun

Partisipasi

Kerangka Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ini
mempunyai mimpi besar memastikan “tidak ada
seorang pun yang ditinggalkan” (No One Left Be-
hind).  Untuk memastikan partisipasi yang signifikan
perlu bagi jaringan masyarakat sipil dan organisasi
penyandang disabilitas memahami isi SDGs, mak-
nanya bagi pembangunan di tingkat lokal dan man-
faatnya secara jangka panjang. Sebelum SDGs, In-
donesia telah meratifikasi Konvensi PBB untuk
Pemenuhan Hak Disabilitas (UNCRPD) November
2011 dan mengesahkan  UU No 19 tahun 2011 ten-
tang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights
of Persons with Disabilities).
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Banyak faktor yang mengakibatkan terhambatnya
ratifikasi tersebut, salah satunya adalah lemahnya
political will dari para pembentuk UU yang tidak
meletakan isu disabilitas sebagai prioritas.

Setelah pengesahan UU No 19 tahun 2011, disu-
sul kemudian harmonisasi kebijakan nasional ten-
tang Penyandang Disabilitas yaitu UU No 8 tahun
2016, dengan penuh semangat disyahkannya UU No
8 tahun 2016 maka pemenuhan hak penyandang
disabilitas bukanlah sekedar belas kasihan belaka
(charity based) tetapi merupakan bentuk dari peme-
nuhan hak asasi manusia (human rights based), yang
juga sekaligus hak asasi seorang warga negara.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang
memiliki percepatan tersendiri dalam penyusunan
Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Peme-
nuhan hak-hak Penyandang Disabilitas Baik Tingkat
Propinsi No 4 tahun 2012 hingga Kabupaten/ kota
juga sudah mengesyahkan Peraturan Daerah ten-
tang Penyelenggaraan Perlindungan dan peme-
nuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Percepatan pembahasan perda kabupaten/kota
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di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak luput dari
partisipasi aktif dari penyandang disabilitas secara
individual maupun melalui organisasi. Strategi
pencapaian  yang  partisipatif merupakan amanat
UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Penge-
sahan  Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention
on the Rights of Persons with Disabilities) yang
tercantum dalam pasal 3 tentang Prinsip Umum,
dimana  Penyandang Disabilitas memiliki hak yang
setara untuk bergabung dalam kegiatan masyarakat,
harus mempunyai kesempatan yang setara, harus
mempunyai akses yang setara dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuh-
kan pemberdayaan penyandang disabilitas yang
diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam
koridor good governance (kepemerintahan yang
baik). Secara operasional, diperlukan penumbuh-
kembangan semangat membangun diri bersama,
penguatan modal sosial dalam paradigma “memba-
ngun kebijakan yang berpihak pada penyandang
disabilitas”. Namun, bagaimana melakukan pember-
dayaan dan peningkatan kapasitas penyandang
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disabilitas  berbasis partisipasi ?
Pembentukan kebijakan/ peraturan daerah ter-

sebut pada dasarnya tidak sulit untuk dilakukan. Bagi
para pembentuk kebijakan/ peraturan daerah, baik
DPRD dan Pemerintah Daerah, kebijakan/ peraturan
daerah Penyandang Disabilitas tidak memiliki beban
politik yang besar, bahkan pengesahannya akan
menghasilkan persepsi positif dari masyarakat,
terutama komunitas penyandang disabilitas. Dari
beban pembentukan peraturan, kebijakan/ pera-
turan daerah Penyandang Disabilitas dapat dilaku-
kan dengan cara kodifikasi, atau mengambil norma
atau nilai, bahkan rumusan pengaturan dari Pera-
turan daerah yang sudah ada di Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Dalam pembentukan kebijakan/ peraturan dae-
rah Penyandang Disabilitas sejatinya merupakan
investasi bagi semua masyarakat Indonesia, terma-
suk para pembentuk kebijakan/ peraturan daerah,
karena kondisi disabilitas pada seseorang tidak ha-
nya dirasakan pada usia muda, karena suatu kondisi
dari lahir atau karena suatu kecelakaan, tetapi juga
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terjadi pada usia tua, dan semua orang berpotensi
mengalaminya. Oleh karena itu, jaminan atas peng-
hormatan, perlindungan, dan pemenuhan penyan-
dang dsaibilitas sudah merupakan tantangan global
yang harus segera direspon dan direalisasikan oleh
negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik In-
donesia.

Kebijakan-kebijakan daerah melalui Peraturan
Daerah yang sudah mengadopsi prinsip-prinsip
dasar dan ketentuan pasal-pasal CRPD akan mampu
mengakomodir kebijakan daerah baik itu melalui
implementasi program-program dan penganggaran
daerah dan pusat untuk mendukung program-pro-
gram yang bersifat memberikan penghormatan, pe-
menuhan dan perlindungan terhadap hak-hak pe-
nyandang disabilitas di tingkat daerah. Pelaksanaan
program dan kebijakan yang pro Penyandang disa-
bilitas ini, tentunya harus melibatkan partisipasi aktif
dari berbagai ragam penyandang disabilitas secara
individu maupun melalui organisasi /lembaga swa-
daya masyarakat (LSM) local serta pihak swasta,
maupun dalam penentuan kuota anggaran.
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Disisi lain, pemutakhiran data perlu terus dilaku-
kan, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) di
tingkat pusat dan daerah perlu bekerjasama dengan
berbagai sektor pemerintah, dan organisasi-orga-
nisasi Penyandang disabilitas, serta LSM yang ber-
gerak di bidang disabilitas baik di tingkat pusat dan
daerah. Dengan adanya data yang konkret dan valid
tentang disabilitas akan memudahkan bagi peme-
rintah dan masyarakat sipil dalam membuat peren-
canaan dan pembangunan daerah di berbagai bi-
dang kehidupan. Investasi Negara dalam bidang
disabilitas dengan melibatkan lintas sektor, dipas-
tikan akan membawa dampak positif dan outcomes
dalam konteks pembangunan Indonesia baik secara
makro maupun mikro.

Dengan adanya komitmen yang sungguh-sungguh
dari Pemerintah dan didukung oleh kesiapan ber-
bagai pihak misalnya organisasi penyandang disa-
bilitas, organisasi perkumpulan orang tua, organisasi
non pemerintah dan lintas stake holder untuk melak-
sanakan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan yang
sudah ada, maka bukanlah hal yang mustahil bagi
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Pemerintah daerah untuk melakukan penegakan
Hak Asasi Manusia sekaligus mendukung upaya
penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-
hak penyandang disabilitas secara adil dan bermar-
tabat. Dan yang terpenting adalah terjadinya peru-
bahan social dan paradigma serta perilaku dalam
ranah pembangunan yang benar-benar mampu
mengarusutamakan hak-hak penyandang disabilitas
di lintas sektoral dan di segala bidang kehidupan.

Salah satu aspek yang tidak kalah penting tentang
Aksessibilitas yang merupakan prasyarat ba-
gi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi
dalam masyarakat bukan hanya bersifat fisik, seper-
ti lingkungan yang bebas hambatan dan transportasi
yang mudah, tetapi juga meliputi aspek non fisik se-
perti sikap atau penerimaan masyarakat akan keber-
adaan penyandang disabilitas. Sikap yang diharap-
kan adalah penerimaan secara wajar dan meniada-
kan diskriminasi serta stigmasasi. 

Guna menjamin penyandang disabilitas dapat
berpartisipasi dalam masyarakat untuk advokasi ke-
bijakan, maka diperlukan adanya upaya peningkatan
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kapasitas penyandang disbilitas melalui upaya pem-
berdayaan penyandang disabilitas. Pemberdayaan,
pengindonesiaan dari kata “empowerment”, digu-
nakan sebagai konsep alternatif untuk meningkat-
kan kemampuan dan martabat penyandang disabi-
litas agar terlepas dari jerat kemiskinan dan keterbe-
lakangan. Dengan kata lain, menjadikannya “ber-
power” atau memandirikan dan memampukan
penyandang disabilitas.

Pemberdayaan menekankan pada proses pembe-
rian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, keku-
atan atau kemampuan (power) kepada individu
penyandang disabilitas atau organisasi penyandang
disabilitas agar menjadi lebih berdaya. Pemberda-
yaan partisipatif tidak hanya meliputi penguatan
individu tetapi juga pranatanya serta penguatan in-
stitusi-institusi sosial, dimana penyandang disa-
bilitas bukanlah objek, tetapi subjek.

Pemberdayaan senantiasa berkaitan dengan
penggalian dan pengembangan potensi penyandang
disabilitas, bahwa setiap manusia memiliki potensi
yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan
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adalah upaya untuk membangun daya itu dengan
mendorong, memberikan motivasi dan membang-
kitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta
untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan penyandang disabilitas bukan
membuat penyandang disabilitas menjadi makin
tergantung pada berbagai program pemberian
(charity) dari pemerintah. Tetapi mempunyai tujuan
akhir untuk memandirikan penyandang disabilitas,
memampukan, dan membangun kemampuan untuk
memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik
secara berkesinambungan.

Pemberdayaan dimaksudkan juga untuk mencip-
takan keberdayaan penyandang disabilitas agar me-
reka dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang
berpusat pada rakyat. Pemberdayaan tidak hanya
menyangkut pendanaan tetapi juga peningkatan
kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ke-
lembagaan serta untuk peningkatan taraf hidup.

Pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan
dengan menempatkan penyandang disabilitas seba-
gai subjek (pelaksana)  atau pusat pengembangan
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dengan sasarannya adalah penyandang disabilitas
yang terpinggirkan. Pemberdayaan penyandang
disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kemam-
puan penyandang disabilitas guna menganalisa
kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang
perlu diatasi, intinya adalah melibatkan partisipasi
penyandang disabilitas dalam proses pemberdayaan
masyarakat.  Didalam melakukan pemberdayaan
keterlibatan penyandang disabilitas yang akan
diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan
dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal.

Dengan konsep pemberdayaan penyandang disa-
bilitas diatas, maka penyandang disabilitas memiliki
kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan
dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan
kondisi,  dan mereka menjadi potensial. Sehubungan
dengan konsep pemberdayaan, maka dalam proses
penyusunan draf Peraturan daerah yang sudah
berjalan untuk kabupaten/kota di Daerah Istimewa
Yogyakarta dapat ditempuh  berhadapan dengan
berbagai tantangan yang tidak sama antar kabu-
paten/kota.
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Strategi Penguatan Partisipasi
Setelah ada pembekalan tentang Pemberdayaan

partisipasi dari berbagai stakeholder dan jaringan
baik secara individu maupun organisasi, maka pe-
nyandang disabilitas sudah memiliki power dalam
menghadapi tantangan dalam proses pembangunan
termasuk didalamnya proses penyusunan peraturan
daerah. Ada dua alasan utama mengapa partisipasi
penyandang disabilitas secara individu maupun
organisasi  mempunyai arti penting dalam penyu-
sunan kebijakan/ peraturan daerah. Pertama, Parti-
sipasi penyandang disabilitas merupakan suatu alat
guna memperoleh informasi mengenai kondisi,
kebutuhan dan sikap penyandang disabilitas setem-
pat. Kedua,Penyandang disabilitas akan lebih mem-
percayai proyek atau program pembangunan jika
mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan.

Berhubungan dengan partisipasi sebagai basis,
maka partisipasi penyandang disabilitas sudah
saatnya disetarakan dengan warga yang lainnya dan
tidak ada kelompok-kelompok yang dimarginalkan.
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Dalam proses penyusunan peraturan daerah, pe-
nyandang disabilitas yang sudah mulai pro-aktif un-
tuk berkoordinasi, berkomunikasi dan berkonsultasi
baik dengan Eksekutif maupun Legislatif.

Dengan disyahkannya kebijakan/peraturan dae-
rah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka
sudah saatnya Pemerintah Daerah dalam melaksa-
nakan kebijakan pengarusutamaan masalah kedisa-
bilitasan, dalam berbagai program, berbagai sektor
misalnya salah satunya tentang sistem pembiayaan
pembangunan harus peka terhadap isu disabilitas
(disability budgeting).

Setiap sektor dan setiap level pemerintahan, me-
masukan penyandang disabilitas sebagai sasaran
pelayanannya termasuk menganggarkan pembia-
yaan untuk keperluan tersebut. Misalnya, Program
Penanggulangan Kemiskinan, juga diperuntukkan
bagi penyandang disabilitas; begitu juga dalam pro-
gram kesehatan seperti kesehatan reproduksi, juga
ditargetkan bagi penyandang disabilitas.

Dalam rangka menyusun strategi membangun
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partisipasi penyandang disabilitas dalam pengu-
sulan dan penyusunan kebijakan/ peraturan daerah,
dibutuhkan Penguatan Partisipasi Penyandang
Disabilitas:
1. Penyandang disabilitas harus berperan aktif pada

berbagai tahap proses penyusunan kebijakan/
peraturan daerah.

2. Keterlibatan agen pembaharu dari luar komunitas
penyandang disabilitas hanya sejauh memberikan
dorongan dan membantu memudahkan atau
partisipasinya bukan berperan sebagai pelaku
utama.

3. Penguatan kedaulatan komunitas penyandang
disabilitas melalui advokasi yang bertumpu pada
hak asasi manusia dan sebagai warga  yang
Demokratis.

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi
penyandang disabilitas dalam berbagai forum/
kegiatan seperti pelatihan, workshop, FGD, dan
musyawarah lainnya untuk penguatan bagi
beberapa ragam disabilitas yang ada.

5. Kaderisasi (pembentukan, pengembangan
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kapasitas dan pengorganisasian penyandang
disabilitas).

6. Pengembangan organisasi penyandang disabilitas
baik di tingkat kecamatan sampai dengan desa
sebagai media untuk memperkuat dan mening-
katkan kapasitas dan kapabilitas penyandang
disabilitas.

7. Penguatan dalam hal Advokasi Kebijakan.
8. Terlibat aktif dalam Pembangunan Partisipatif

(Perencanaan Program dan Anggaran Pemba-
ngunan secara Partisipatif).
Apabila kerangka konsep penguatan partisipasi

penyandang disabilitas dalam mendorong terwu-
judnya kebijakan lokal/ peraturan daerah seperti
diatas dapat diterapkan, maka diharapkan dapat
mewujudkan pemerintahan yang baik yang selan-
jutnya menjadi pemerintahan yang ramah disabilitas
atau biasa disebut dengan perintahan/ kabupaten/
kota yang inklusif.

Mengapa kabupaten/kota harus inklusif? Peng-
hargaan terhadap keberagaman yang ada dalam
semboyan Bhineka Tunggal Ika. Hal tersebut dijamin
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oleh Pancasila, UUD 1945, UU No.19 tahun 2011
tentang Pengesahan ratifikasi Konvensi Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas, UU No 8 tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas.

Kenyataan, mayoritas penyandang disabilitas dan
kelompok rentan (anak, perempuan, penyandang
disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, mi-
noritas etnis, bahasa, agama, dan orang dengan
perbedaan orientasi seksual) masih mendapatkan
stigma negatif dan peminggiran dimana mereka
tinggal. Dalam hal ini inklusi semestinya dipahami
sebagai sebuah kondisi yang menjamin partisipasi
penuh setiap manusia dengan keberagaman melalui
serangkaian akomodasi-akomodasi yang harus
dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu Implementasi dari UNCRPD tentang
akomodasi yang layak yaitu semua dukungan atau
semua perubahan praktis yang mungkin harus
dibuat untuk penyandang disabilitas, di mana dan
kapan akomodasi diperlukan bagi mereka untuk
menjalankan dan menikmati hak-hak mereka, dan
dukungan atau perubahan ini tidak harus sulit atau



Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Publik

| 52 |

terlalu mahal bagi orang atau organisasi yang harus
melakukannya. Penyediaan akomodasi yang layak
juga merupakan cerminan dalam UUD 1945, Panca-
sila sebagai dasar negara, oleh karena itu sudah
seharusnya Penyandang disabilitas memiliki hak
yang setara antar warga negara. Ada beberapa isu
penting yang sangat berpengaruh dalam mendo-
rong inklusi penyandang disabilitas:

Petama, aktor penyandang disabilitas dimana
harus ada penyandang disabilitas (individu atau
komunitas) yang dikuatkan untuk menembus
dinding “pengabaian sosial” baik di keluarga,
masyarakat hingga institusi dimana dia beradaa.
Disinilah pentingnya pengorganisasian penyandang
disabilitas yang nantinya akan menjadi agen
pendorong terwujudnya inklusi sosial.

Kedua, penerimaan dan penghargaan bagi pe-
nyandang disabilitas dimana sejauh ini masih sering-
kali penyandang disabilitas menjadi obyek stigma
yang berujung pada penolakan dan peminggiran
secara sosial. Dengan demikian, membangun inklusi
sosial juga harus mempertimbangkan penguatan



Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Publik

| 53 |

perspektif serta penerimaan terhadap penyandang
disabilitas.

Ketiga, isu keterlibatan dan partisipasi penyan-
dang disabilitas karena hanya penyandang disa-
bilitas yang memahami kebutuhan mereka.

Keempat, pelembagaan gagasan dimana penyan-
dang disabilitas tidak lagi dilihat sebagai masalah,
melainkan aset yang mempunyai nilai setara dengan
non penyandang disabilitas. Regulasi dan instrumen
kepengaturan lainnya mutlak dibutuhkan agar prak-
tik inklusi sosial penyandang disabilitas menjadi
sebuah kenyataan.

Dalam hal tatanan masyarakat inklusif merupakan
sebuah tatanan masyarakat di mana semua elemen
masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk
berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat tan-
pa membedakan suku, ras, agama dan bahkan per-
bedaan bentuk fisik. Terdapat empat nilai-nilai yang
harus dipenuhi untuk mewujudkan tatanan masya-
rakat inklusi:
a. Pluralism – menghormati adanya nilai-nilai keber-

agaman yang ada di dalam masyarakat.
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b. Equity – setiap individu memiliki kesetaraan hak.
c. Dignity – setiap individu memiliki harkat dan mar-

tabat sehingga wajib untuk menghargai martabat
orang lain dalam kehidupan masyarakat.

d. Active Participation – tatanan masyarakat yang
terbuka mempersyaratkan adanya partisipasi aktif
dari warganya.
Keempat nilai ini harus berjalan dengan seimbang

dan harmonis dalam kehidupan masyarakat kita.
Konsep inklusi seringkali hanya dipahami dalam kon-
teks pendidikan saja. Padahal makna inklusi ini
sangatlah luas di berbagai bidang dan sektor pem-
bangunan. Prinsip dari pelaksanaan konsep inklusi
disabilitas meliputi:
1. Kesadaran terhadap isu disabilitas dan dampak-

dampaknya merupakan langkah pertama yang
harus dilakukan agar kebijakan dan program per-
lindungan sosial bisa menjadi inklusif.

2. Partisipasi dari penyandang disabilitas menjadi
sangat penting dan signifikan dalam upaya pem-
berdayaan dan perubahan pola pikir dan cara
pandang masyarakat dan negara.
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3. Aksesibilitas menyeluruh yakni memastikan bah-
wa semua hambatan yang ada baik yang bersifat
fisik, komunikasi, kebijakan dan sikap bisa teri-
dentifikasi dan teratasi dengan solusi yang tepat

4. Pendekatan dua arah (twin track approached)
yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi
tindakan-tindakan affirmasi bagi peyandang disa-
bilitas dalam hubungannya dengan pengarus-
utamaan inklusi.
Pendekatan dua arah diatas atau dikenal sebagai

“twin track approach”, dimana Kebijakan ini mendo-
rong tindakan secara bersamaan pada 2 aspek inisia-
tif yang luas. Satu aspek melalui kegiatan khusus
yang ditujukan secara langsung bagi orang-orang
atau anak-anak dengan disabilitas dan aspek lainnya
melalui pengarusutamaan isu disabilitas pada sektor
pembangunan yang lebih luas. Intervensi pada salah
satu aspek saja tidak akan memberikan keterlibatan,
integrasi dan dukungan yang luas, sedangkan yang
dibutuhkan oleh penyandang disabilitas adalah
berpartisipasi penuh.

Kombinasi komponen-komponen khusus yang
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ditujukan kepada penyandang disabilitas dan juga
pengarusutamaan isu disabilitas ke dalam semua
sektor pembangunan dan strateginya maka dapat
dipastikan partisipasi dan ketelibatan langsung
penyandang disabilitas dan keluarganya dapat
terwujud. Inklusi dan pemberdayaan yang riil hanya
dapat terwujud jika kedua aspek berjalan ber-
samaan.

Pendekatan Twin Track Approach:

 
Faktor-faktor personal Faktor-faktor lingkungan 

Layanan khusus bagi 
penyandang  disabilitas: 
• Pembedahan korektif 
• Terapi dan rehabilitasi 
• bantuan peralatan  
• Bahasa isyarat 
• Penyediaan lapangan kerja  
• Perawat 

Strategi - strategi inklusif bagi penyandang 
disabilitas: 
• Akses terhadap layanan-layanan arus utama: 

Kesehatan, Pendidikan, sosial 
• Lingkungan bebas hambatan  
• Sikap Masyarakat yang Positif  
• Inklusi dalam perencanaan dan pembuatan 

kebijakan, keputusan 
• Peluang mata pencaharian , peluang pemberian 

pinjaman  dan kesempatan-lapangan pekerjaan 
• Hak-hak Keadilan sosial 

Untuk: Kesempatan yang setara & partisipasi penuh

Partisipasi mempunyai lebih banyak kelebihan
dalam pengembangan masyarakat maka partisipasi
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masyarakat perlu dikembangkan. Lebih-lebih parti-
sipasi dari penyandang disabilitas yang selalu harus
didorong sebagai pengejawantahan  Implementasi
UNCRPD/ UU No 19 tahun 2011, UU No 8 tahun
2016, Perda DIY No 4 tahun 2012, dan Perda yang
ada di Kabupaten/ kota di DIY. Hal ini  memerlukan
sumberdaya tidak hanya dari penyandang disabilitas
saja tetapi seharusnya dari berbagai pihak sehingga
tercapai tentang kesetaraan hak antar sesama warga
negara yang menjadikan penyandang disabilitas
dapat mencapai warga yang mandiri, partisipatif dan
berdaya.

Partisipasi penyandang disabilitas yang selama ini
belum diakomodasi dan sungguh memprihatinkan
dan membutuhkan intervensi dan affirmative ac-
tions dari berbagai pihak dan kalangan. Artinya
sangat diperlukan adanya peningkatan partisipasi,
kesadaran kritis dan aksi sosial masyarakat dari
berbagai kalangan profesional dan pemerintah
beserta seluruh jajarannya. Oleh karena itu diper-
lukan upaya memandirikan penyandang disabilitas
dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya
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yang ada dengan meningkatkan kapasitas dan peru-
bahan paradigma bagi pembuat kebijakan sehingga
dalam melakukan pemberdayaan penyandang disa-
bilitas yang harus disesuaikan dengan kebutuhan
penyandang disabilitas.

Strategi untuk membangkitkan partisipasi aktif
penyandang disabilitas adalah melalui pendekatan
perorangan/ kelompok/ organisasi penyandang
disabilitas. Partisipasi penyandang disabilitas  akan
dapat bertumbuh ketika penyandang disabilitas
merasa membutuhkan dan mempersepsi bahwa ak-
tivitas di lingkungannya adalah merupakan kebu-
tuhan mereka, bukan kebutuhan pembuat ke-
bijakan.

Pemberdayaan penyandang disabilitas diseleng-
garakan dengan strategi partisipatif dalam koridor
good governance (kepemerintahan yang baik),
dengan semangat membangun diri bersama (to-
getherness in collective action), penguatan modal
sosial dalam upaya penyelenggaraan membangun
lingkungan yang inklusif. Pemberdayaan dalam
rangka partisipasi penyandang disabilitas didasari
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oleh kekuatan dan kepedulian masyarakat. Penyan-
dang disabilitas yang berdaya adalah penyandang
disabilitas yang dinamis dan aktif berpartisipasi
dalam membangun diri sendiri. Jangan sampai parti-
sipasi terbatas pada elit masyarakat yang mampu
dan berkesempatan dalam penyusunan kebijakan
dan pengambilan keputusan.

Konsep pemberdayaan penyandang disabilitas
berdampak penyandang disabilitas memiliki keku-
atan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan
berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kon-
disi,  dan mereka menjadi potensial. Pendekatan dua
jalur “twin track approach”, dimana satu aspek
melalui kegiatan khusus yang ditujukan secara lang-
sung bagi orang-orang atau anak-anak dengan disa-
bilitas dan aspek lainnya melalui pengarusutamaan
isu disabilitas pada sektor pembangunan yang lebih
luas.

Dalam membangun partisipasi penyandang disa-
bilitas jangan sampai terjadi partisipasi yang semu.
Konkrit dan jelas dalam hal pelibatan tidak hanya
sekedar dihadirkan, namun juga memiliki hak suara,
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hak berpendapat, hak usulan yang sama dengan
warga lainnya, seperti dalam jargonnya SDGs “no
one left behind”, tidak seorangpun ditinggalkan.
Pengawalan Implementasi Kebijakan lokal/ pera-
turan daerah, partisipasi aktif dari penyandang
disabilitas baik secara perorangan maupun melalui
organisasi harus dipersiapkan bersama dengan
dukungan dari stakeholder yang lain.

Pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan
dengan menempatkan penyandang disabilitas
sebagai subjek (pelaksana). Sudah saatnya Peme-
rintah dalam melaksanakan kebijakan pengarus-
utamaan masalah kedisabilitasan, harus ada dalam
berbagai program, dan berberbagai sektor.
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BAB 4
Peran Penyandang

Disabilitas dalam Advokasi

Kondisi disabilitas secara umum membawa kon-
sekuensi lebih besar pada hidup seseorang. Pada ba-
nyak keluarga yang mengalami kondisi disabilitas,
hal tersebut lalu mengakibatkan keterpurukan tidak
hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial dan
emosional.

Berdasarkan kondisi seperti itu, maka sangat
diperlukan adanya suatu regulasi untuk meng-
akomodir kebutuhan dan menyelesakian masalah
kedisabilitasan. Sudah banyak upaya yang dilakukan
oleh penyandang disabilitas dalam mengadvokasi
adanya kebijakan publik untuk perlindungan dan
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tidak
sedikit hasil yang sudah dicapainya, inilah prestasi
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yang harus kita akui bersama atas perjuangan dan
advokasi yang dilakukan oleh penyandang di-
sabilitas.

Indonesia telahmengesahkanConvention on the
Rights of Persons With Disabilities (CRPD/ Konvensi
Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Artinya,
kebijakan pemerintah di tingkat nasional maupun
daerah harus seiring dan sejalan dengan isi, maksud,
dan tujuan CRPD.

Tindak lanjut pengesahan CRPD, pada tanggal 24
Mei 2012 Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim
SuratN omor 461/1971/SJ yang ditujukan kepada
seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di Indone-
sia. Melalui surat tersebut Menteri Dalam Negeri
menginstruksikan agar Gubernur, Bupati dan Walik-
ota segera menyusun peraturan daerah dalam rang-
ka upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas dengan mengacu CRPD.

Pemerintah DIY, sebelum terbit Surat Menteri
Dalam Negeri telah mengambil langkah cepat me-
nyusun peraturan daerah yang mengacu CRPD, yakni
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Perda No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Selain daripada itu, Pemerintah dan DPR RI juga
sedah mengesahkan Undang-Undang No. 8 tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk perta-
ma kalinya, Penyandang Disabilitas di Indonesia me-
miliki landasan hukum yang kuat dalam perjuangan
persamaan hak. Namun untuk menjamin pelaksa-
naan di tingkat lokal/ daerah tentunya masih dibu-
tuhkan adanya advokasi implementasi undang-
undang Penyandang Disabilitas

Ada undang-undang yang mengandung beberapa
kelemahan, sehingga perlu dikritisi. Perlu dicari titik
kuat dan potensi apa saja dari undang-undang ter-
sebut yang diperlukan untuk bisa diimplemen-
tasikan. Pada tataran yuridis formal, langkah awal
untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak Pe-
nyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Pera-
turan Daerah yang menjamin perlindungan dan
pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas.

 Advokasi yang harus dilakukan di tingkat lokal/
daerah salah satunya adalah adanya peraturan
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daerah tentang penyandang disabilitas di Kabu-
paten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pera-
turan daerah tersebut tentunya harus lebih kompre-
hensif untuk menghormati, melindung dan meme-
nuhi hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan
amanat undang-undang yang sudah ada.

Peraturan daerah yang dimaksud harus lebih
sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan
Penyandang Disabilitas ditingkat lokal atau daerah.
Artinya dalam penyusunan peraturan daerah harus
memperhatikan dan merupakan turunan atau tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang dan
peraturan lain yang lebih tinggi dan/atau sudah ada
sebelumnya.

Prakarsa dan proses penyusunan Peraturan dae-
rah sebagai penerapan undang-undang di tingkat
lokal/daerah merupakan langkah awal bagi penyan-
dang disabilitas untuk memulai perjuangan yang
baru agar bisa hidup lebih baik. Berkaitan dengan
hal ini tentunya peran Penyandang Disabilitas dalam
advokasi peraturan daerah menjadi sangat penting
dalam rangka penghormatan, pelindungan dan
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pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di
tingkat lokal.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan ter-
sebut di atas beserta realita implementasinya, maka
apa dan seberapa jauh pentingnya peran Penyan-
dang Disabilitas dalam Advokasi Peraturan Daerah
ini, akan dipaparkan berdasarkan pengalaman
penulis.

Menjadi bagian dalam peran-peran pemba-
ngunan bangsa adalah hak dan kewajiban setiap
warga negara. Setiap orang memiliki cara-cara ter-
sendiri dalam mengekspresikan perannya dalam
pembangunan. Sama halnya dengan penyandang
disabilitas yang juga memiliki hak dalam mengeks-
presikan kemampuannya dalam peran-peran pem-
bangunan bangsa.

Ada paradigma yang selama ini berkembang ten-
tang Penyandang Disabilitas, yaitu mereka tidak bisa
berbuat seperti orang lain atau menjadi orang yang
banyak memberi kontribusi dalam pembangunan
bangsa layaknya orang pada umumnya, dan hanya
bisa sebagai penerima manfaat saja. Tentu ini adalah
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hal yang keliru karena selama ini ada begitu banyak
penyandang disabilitas yang mampu melakukan pe-
ran-peran yang jauh lebih hebat daripada orang lain
pada umumnya. Maka, wajar jika kita harus mem-
berikan ruang ekspresi yang sama kepada Penyan-
dang Disabilitas karena mereka juga memiliki hak
dan kewajiban yang sama, mereka memiliki wa-
wasan serta potensi yang bisa dikontribusikan dalam
pembangunan.

PenyandangDisabilitasdalamAdvokasi Kebijakan
Publik

Modal dasar yang harus dimemiliki oleh peme-
rintah, masyarakat, penyedia layanan publik dan
pemangku kepentingan lainnya adalah perspektif
kedisabilitasan yang tinggi, pemahaman tentang
kedisabilitasan ini sangat penting sehingga tidak ada
diskriminasi pada Penyandang Disabilitas, tidak ada
lagi anggapan bahwa Penyandang Disabilitas ini
harus dikasihani dan dibantu.

Penyandang Disabilitas itu ada dan harus diakui
keberadaannya, mereka harus dilibatkan dalam



Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Publik

| 67 |

pembangunan karena mereka mampu berbuat dan
menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi
masyarakat, bangsa dan negara. Kesempatan dan
ruang harus disediakan dan diberikan kepada
Penyandang Disabilitas seluas-luasnya agar mereka
dapat mengekspresikan diri dan kemampuannya
sebagai ujud kontribusi dalam pembangunan.

Atas dasar pengakuan dan cara pandang Peme-
rintah, masyarakat, penyedia layanan publik dan
pemangku kepentingan lainnya yang lebih positif
kepada Penyandang Disabilitas, serta adanya penga-
kuan hak-hak yang melekat pada Penyandang
Disabilitas yang sudah dituangkan dalam undang-
undang dan peraturan lainnya, hal ini akan semakin
memberikan peluang dan kesempatan kepada
Penyandang Disabilitas untuk terlibat dalam
pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam
advokasi kebijakan publik, maka paradigma dan
anggapan positif terhadap keberadaan Penyandang
Disabilitas juga menjadi dasar dalam pelibatan
Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas tidak
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hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek
dalam setiap tahapan penyusunan naskah akademik
maupun draft peraturan daerah, yaitu dari tahap
penelitian, analisa, perumusan, penyusunan dan
pembahasan suatu peraturan daerah.

Pelibatan atau peran Penyandang Disabilitas
dalam advokasi peraturan daerah harus dilakukan
pada semua tahapan dan/atau proses, baik dari
proses penelitian/pengumpulandata, analisa,
memberi masukan dan perumusan terkait perma-
salahan Penyandang Disabilitas,  penyusunan sam-
pai pada pembahasan suatu draft peraturan daerah.
Tahapan ini dilakukan dalam rangka penyusunan
naskah akademik sampai ke pada penyusunan draft
peraturan daerah Disabilitas di tingkatKabupaten/
Kota diDaerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian Lapangan
Pada tahap penelitaian di lapangan, disamping

Penyandang Disabilitas menjadi obyek, mereka juga
harus diposisikan sebagai subyek penelitian dan
pengumpulan data, maksudnya adalah: Menjadi
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obyek penelitian yaitu pada tahap ini Penyandang
Disabilitas merupakan nara sumber dari semua
permasalahan namun sekaligus juga menjadi nara
sumber dari solusi pada permasalahan-permasa-
lahan tersebut. Adapun menjadi subyek penelitian
yang dimaksud adalah, bahwa Penyandang Disa-
bilitas juga dilibatkan atau menjadi pelaku dalam
penelitian dan perumus dari temuan permasalahan-
permasalahan yang ada.

Penyandang Disabilitaslah yang memiliki masa-
lah, tentang diskriminasi yang terjadi, hak-haknya
yang belum terpenuhi, berbagai layanan yang belum
ramah, perlindungan hukum yang belum berpihak
pada Penyandang Disabilitas, kesempatan kerja
belum jelas, pendataan tidak akurat dan pendidikan
belum sepenuhnya inklisif, aksesibilitas belum stan-
dar dan segudang permasalahan lainnya, dengan
teknik seperti ini tentunya akan didapatkan rumusan
masalah yang ada dan dialami oleh Penyandang
Disabilitas secara obyektif, realistis dan faktual.

Di sisi lain, Penyandang Disabilitas juga dapat
menjadi sumber informasi tentang solusi dari
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permasalahan-permasalahan tersebut, artinya
bahwa mereka mengetahui hal-hal apa saja yang
harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka melindungi dan memenuhi hak-hak Penyan-
dang Disabilitas. Jenis dan bentuk layanan-layanan
dan fasilitas seperti apa yang ramah terhadap Pe-
nyandang Disabilitas, layanan pendidikan, kese-
hatan, pekerjaan, hukum, aksesibilitas, politik dan
lain sebagainya yang sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Makna penting pelibatan atau peran Penyandang
Disabilitas dalam advokasi adalah, dilibatkanya
secara langsung dan aktif dalam perumusan masa-
lah, analisa masalah dan solisinya dalam  penyu-
sunan suatu Rancangan Peraturan Daerah. Namun
dalam hal ini masih diperlukan adanya analisa dan
masukan dari pihak lain, baik pemerintah maupun
masyarakat luas, penyedia layanan publik dan
pemangku kepentingan lainnya, sehingga peraturan
daerah yang dihasilkan akan obyektif dan realistis
serta lebih efektif dalam pelaksanaannya dalam
rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak
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Penyandang Disabilitas di daerah.

Diskusi Kelompok
Pada tahap diskusi kelompok, yang perlu dilibat-

kan adalah Pemerintah, masyarakat, penyedia
layanan publik dan tidak kalah penting adalah per-
wakilan pemangku kepentingan, Organisasi Penyan-
dang Disabilitas (OPD) atau Penyandang Disabilitas
secara pribadi. Hal ini dimaksudkan agar dapat
memberikan masukan dalam penyempurnaan pe-
nyusunan naskah akademik serta untuk penyusunan
peraturan daerah di tingkat Kabupaten/ kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta sangat perlu melibat-
kan Penyandang Disabilitas.

Hal ini dilakukan untuk menggali informasi ten-
tang permasalahan yang ada, semisal tentang diskri-
minasi yang terjadi, hak-haknya yang belum terpe-
nuhi, berbagai layanan yang belum ramah, kesem-
patan kerja belum jelas, pendataan tidak akurat,
pendidikan belum inklisif, perlindungan hukum yang
belum berpihak pada Penyandang Disabilitas, dan
segudang permasalahan lainnya di kabupaten/kota
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di  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Setelah ada rumusan permasalahan yang diha-

dapi oleh Penyandang Disabilitas, tentunya mereka
juga diberikan peran dalam merumuskan rekomen-
dasi tentang solusi dari permasalahan-permasa-
lahan yang ada sehingga naskah akademik dan pera-
turan daerah yang disusun nantinya akan betul-betul
dapat melindungi dan memenuhi hak-hak Penyan-
dang Disabilitas di kabupaten/kota di Daerah Istime-
wa  Yogyakarta.

Workshop Penyusunan Naskah Akademik
Workshop ini dilakukan dalam rangka memberi

masukan Penyusunan Naskah Akademik dalam
Rangka Penyusunan Draft Peraturan Daerah tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas pada Tingkat  Kabupaten/Kota se Daerah
Istimewa Yogyakarta. Peran Penyandang Disabilitas
juga sangat penting, dimana realitanya mereka
mampu memberikan masukan tentang permasa-
lahan penyandang disabilitas di tingkat kabupaten/
Kota.



Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Publik

| 73 |

Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dan
Penyandang Disabilitas secara pribadi, mampu
manggali informasi kebutuhan kebijakan untuk
menjawab berbagai permasalahan penyandang
disabilitas dan mereka memiliki kemampuan untuk
terlibat dalam mengorganisir team penyusun draft
naskah akademik dan draft Peraturan Daerah tingkat
kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil yang dicapainya pun sangat menggem-
birakan, yaitu suatu draf naskah akademik dan draf
Peraturan Daerah tingkat kabupaten/Kota di Daerah
Istimewa Yogyakarta yang sangat lengkap untuk
mengakomodir kebutuhan dan sistematis sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Seminar Naskah Akademik
Kegiatan seminar untuk merumuskan naskah aka-

demik yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam
penyusunan peraturan daerah tentang Perlindungan
dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di
Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta,
juga melibatkan Penyandang Disabilitas, masya-
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rakat, penyedia layanan publik dan Pemerintah.
Dalam kegiatan ini, peran Penyandang Disabilitas

kenyataannya dapat memberikan masukan menge-
nai strategi advokasi kebijakan peraturan daerah
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Pe-
nyandang Disabilitas. Mereka memberikan wacana
teknis pendekatan kepada anggota DPRD untuk
percepatan pengesahan peraturan daerah, bahkan
mereka menyatakan kesiapannya untuk mengawal
selama proses pembahasan di DPRD. Penyandang
Disabilitas juga mampu memberikan masukan untuk
mengembangkan substansi materi naskah akademik
yang sesuai kebutuhan dan mengakomodir kepen-
tingannya.

Selama proses dan empat tahapan untuk pe-
nyempurnaan draf naskah akademik tersebut dila-
kukan, kepada Penyandang Disabilitas yang belum
berkesempatan untuk memberikan masukan dan
usulan, dan/atau masih ada hal-hal lain yang terce-
cer, tetap diberikan kesempatan untuk memberikan
masukan dan usulan materi melalui email atau surat
kepeda tim perumus untuk ditambahkan dalam draf
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naskah akademik.
Tim perumus yang dimaksud adalah, Forom

Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas (FPHPD)
yaitu Yayasan CIQAL, MPM PP Muhammadiyah dan
ILAI sebagai leader dalam penyusunan dan pengu-
sulan peraturan daerah di Kabupaten/ Kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah tahapan dan
proses panjang sudah dilaluai oleh Penyandang
Disabilitas dalam penyusunan draf Naskah akademik
yang secara sistematik sudah sesuai dengan
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
tiba saatnya penyerahan “Karya Besar” mereka ke
DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penyerahan draf nasakah akademik inipun
dilakukan bersama dengan Organisasi Penyandang
Disabilitas dari wilayah kabupaten/kota, mereka
yang menyampaikan maksud tujuan dan agar ditin-
daklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabu-
paten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
inisiatif untuk diujudkan dalam bentuk Peraturan
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Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-
hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas Membahas Raperda
Langkah awal dan sebagai bentuk perlindungan

dan pemenuhan hak pada Penyandang Disabilitas,
dalam hal ini hak berpolitik dan hak untuk meng-
utarakan pendapat, maka DPRD dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogya-
karta juga melibatkan Penyandang Disabilitas dalam
pembahasan draft Peraturan Daerah.

Pada saat pembahasan draf Peraturan Daerah
melalui rapat dengar pendapat, Penyandang Disa-
bilitas juga dapat duduk sejajar dengan pemerintah,
masyarakat, penyedia layanan publik dan pemangku
kepentingan lainnya untuk melakukan pembahasan
draft Peraturan Daerah tersebut. Penyandang Disa-
bilitas diberikan kewajiban dan hak yang sama
dengan yang lainnya dalam mengutarakan pendapat
dan bersuara guna melengkapi dan menyempur-
nakan draf peraturan daerah sehingga dapat meme-
nuhi kepentingan dan kebutuhan bersama.
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Agenda dan suasana seperti ini memang langka
terjadi, namun kenyataannya ketika Penyandang
Disabilitas dilibatkan dalam rapat dengar pendapat
dalam pembahasan draft Peraturan Daerah, mereka
mau dan mampu memberikan pendapat, usulan
bahkan mempertahankan isi-isi materi pasal-pasal
dalam draft Peraturan Daerah demi perlindungan
dan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas.
Harapan mereka adalah, agar apa yang menjadi
kebutuhan dan hak-haknya dapat dipenuhi oleh
Pemerintah Daerah sehingga mereka dapat hidup
lebih baik.

Usulan dan masukan serta harapan dan desakan
agar draft peraturan daerah tersebut segera dima-
sukan dalam Prolegda dan segera disyahkan menjadi
peraturan daerah pun muncul dari Organisasi Pe-
nyandang Disabilitas maupun Penyandang Disa-
bilitas secara pribadi. Mereka mempertahankan isi
dan klausul-klausul dalam pasal per pasal agar tidak
dikurangi atau bahkan dihilangkan sehingga kebu-
tuhan hak penyandang Disabilitas tidak terpenuhi.
Hal ini sebagai bukti bahwa, Penyandang Disabilitas
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berani, memiliki pengetahuan dan kemampuan un-
tuk berkontribusi dalam pembangunan di daerah
maupun di tingkat nasional.

Semangat perjuangan demi perlindungan dan
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar me-
reka dapat hidup lebih baik selalu berkobar dalam
jiwanya, mereka selalu aktif dan kreatif dalam perge-
rakan untuk sebuah cita-cita besarnya. Ini terjadi
manakala DPRD lamban dalam merespon dan me-
nindaklanjuti suatu draf pereturan daerah yang su-
dah final dan tinggal pengesahan. Penyandang Disa-
bilitas geram, karena draft peraturan daerah sudah
masuk Prolegda tahun 2016 sementara pada bulan
Desember 2016 belum ada tanda dan berita akan
disyahkannya pereturan daerah tersebut.

Sepontan para Penyandang disabilitas melakukan
aksi damai dengan mendatangi kantor DPRD untuk
bertemu dengan ketua atau anggota DPRD dengan
membawa poster yang penuh tanda tangan para
aktifis Penyandang Disabilitas dan pemerhati kedisa-
bilitasan dan bertuliskan “Forum Penyandang Disa-
bilitas menuntut segera disyahkan Peraturan Daerah
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tentang perlindungan dan pemenuhan hak Penyan-
dang Disabilitas”, mereka menyampaikan pernya-
taan dan sikap dukungannya. DPRD pun akhirnya
merespon baik dan menetapkan Peraturan Daerah
tersebut pada bulan Desember 2016.

Hasil Perjuangan Penyandang Disabilitas
Peran aktif dan perjuangan tanpa kenal lelah oleh

Penyandang Disabilitas dalam mengadvokasi kebi-
jakan publik tidak pernah sia-sia. Hasil yang gemi-
lang telah dicapainya, dalam dua tahun Penyandang
Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil
mengusung dan disyahkannya empat Peraturan
Daerah tentang Disabilitas di empat Kabupaten di
Daerah Istimewa Yogyakarta.

KeberhasilanPenyandangDisabilitas di Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam mendorong ditetapkan-
nya empat peraturan daerah tersebut adalah:
1) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

No.11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak
Penyandang Disabilitas yang ditetapkan Septem-
ber 2015.
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2) Perda Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo
No. 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyan-
dang Disabilitas, ditetapkan Maret 2016.

3) Perda Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung
Kidul No. 9 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas, ditetapkan Oktober 2016, dan

4) Perda Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas,
ditetapkan Desember 2016.
Perjuangan panjang Penyandang Disabilitas da-

lam upaya advokasi peraturan daerah ini tentu ada
berbagai macam tantangan dan kendala, seperti
misalnya ada pasal-pasal penting yang harusnya ada
namun dihilangkan oleh pemerintah sehingga pera-
turan daerah masih memiliki kekurangan, dalam
pasal-pasal ada perubahan kalimat sehingga berbe-
da maksud dari kehendak Penyandang Disabiltas itu
sendiri.

Keberhasilan lahirnya Peraturan Daerah tentang
Disabilitas di Kabupaten/ Kota di DIY tak lepas dari
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peran para stake holder disabilitas dan Penyandang
Disabilitas yang selalu semangat dan gigih mengawal
proses penyusunan perda dan terus berusaha mem-
bangun hubungan baik dengan DPRD dan SKPD di
Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun harus selalu diingat, perjuangan Penyan-
dang Disabilitas belum berakhir, masih ada “PR”
besar yang harus dikerjakan, yaitu pengawalan dan
pemantauan implementasi dari peraturan daerah
harus dilakukan agar pelaksanaannya sesui dengan
kehendak kita bersama, agar perlindungan dan
pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas betul-
betul dapat terealisasi.
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BAB 5
Kemitraan Strategis

Advokasi Prodisabilitas

Spirit sapu lidi mengantarkan proses advokasi
kebijakan prodisabilitas menjadi lebih berdaya guna.
Sebatang lidi hanya dipandang sebelah mata dan
teramat sulit membersihkan sampah. Tatkala lidi
berpadu menjadi sapu, orang pun menjadi segan,
dan sampah dengan mudah dibersihkan. Itulah
sinergitas kekuatan melalui kemitran menjadikan
proses advokasi kebijakan prodisabilitas dengan
ringan dapat diperjuangkan.

Perjuangan kebijakan prodisabilitas, seperti advo-
kasi perda perlindungan dan pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan di
DIY yang mampu mendorong lahirnya peraturan
daerah yang prodisabilitas pada level kabupaten dan
kota membuktikan secara nyata bahwa kemitraan
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multi stakeholders dapat terbangun dan mampu
bergerak pada satu tujuan yakni lahirnya kebijakan
pemerintah daerah yang prodisabilitas.  Proses ini
tidak lepas dari terbangunnya kemitraan strategis
yang melibatkan banyak lembaga dan person yang
berposes tidak instan, namun secara sistimatis se-
ngaja dibangun dan dikelola dalam satu manajemen
kemitraan strategis.

Prinsip Dasar Kemitraan
Kemitraan akan terbangun dan berjalan efektif

apabila berpegang pada prinsip dasar kemitraan.
Bagaikan sebuah bangunan, prinsip dasar itu tidak
lain sebuah pondasi. Tatkala pondasi rapuh, dengan
mudah bangunan tersebut akan roboh. Tatkala pon-
dasi tidak memiliki pola yang jelas, bentuk bangunan
pun akan tidak terarah. Demikian halnya dengan
kemitraan, tatkala tidak berbasis pada prinsip dasar
yang kokoh dan pola yang jelas, maka kemitraan
strategis tidak akan terbangun dan berdaya guna.

Ada enam prinsip dasar kemitraan strategis untuk
advokasi kebijakan prodisabilitas yang perlu ditum-
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buhkembangkan sebagai modal sosial dalam kemi-
traan. Keenam prinsip dasar kemitraan tersebut
adalah:
1) Saling menguatkan.
2) Saling menguntungkan
3) Kesetaraan
4) Komunikasi efektif
5) Kebersamaan
6) Transparansi

Saling menguatkan, sebuah kata yang sederhana
tapi itu adalah substansi kerjasama. Para pihak yang
tergabung dalam suatu kemitraan strategis, baik be-
rupa aliansi, forum, koalisi, atau apapun namanya
maka keberadaan satu unsur organisasi ataupun
person menjadi bagian sebuah unsur pondasi yang
saling mengikat dan menguatkan. Tidak ada orga-
nisasi ataupun person yang serba bisa, serba mam-
pu, dan nihil kelemahan.

Hal yang ada, justru semua organisasi dan per-
son itu memiliki sisi kelemahan diantara berbagai
potensi dan kelebihan yang dimiliki. Dengan
kemitraan, maka sisi kelembahan akan berhimpit
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dengan kekuatan organisasi dan person lain. Oleh
karenanya, perjuangan advokasi kebijakan prodi-
sabilitas memerlukan partisipasi multistakeholders
yang terorganisir untuk saling menguatkan dalam
proses advokasi itu.

Saling menguntungkan. Tentu saja, sebuah kemi-
traan strategis bukan untuk merugian satu unsur
organisasi ataupun person, namun justru sebaliknya
membangun sebuah hubungan simbiosis mutual-
ism, sebuah kerjasama yang saling menguntungkan.
Keuntungan perjuangan kebijakan prodisabilitas
tentu bukan dalam bentuk finansial atau keun-
tungan materi, namun lebih besar dari itu karena
keuntungan adanya produk kebijakan tersebut ber-
sifat immaterial yang sangat strategis dan berimpli-
kasi luas, baik pada organisasi, person, maupun ma-
syarakat luas, terlebih bagi penyandang disabilitas.

Kesetaraan, identik dengan kesepadanan yang
mencerminkan pengakuan atas eksistensi dari tiap
organisasi ataupun person yang tergabung dalam
kemitraan. Posisi antar stakeholders dalam kemi-
traan ini adalah sejajar, bukan subordinasi. Hal yang
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membedakan adalah pembagian peran masing-
masing dalam advokasi kebijakan ini.

Komunikasi efektif. Karakter komunikasi efektif
terlihat dari proses dua arah. Semua pesan dari satu
mitra tersampaikan dan direspon oleh semua mitra.
Teknologi informasi menjadikan proses komunikasi
efektif akan lebih mudah terujud. Cara paling mu-
dah, membuat berbagai group, seperti group email,
group sosial media, dan lain sebagainya. Kunci
komunikasi efektif adalah kemauan dan kemam-
puan menghormati perbedaan. Penggunaan kata
dan kalimat yang tidak bias, mudah dipahami, dan
tidak diskriminatif.

Kebersamaan. Kegiatan advokasi kebijakan pro-
disabilitas memerlukan kekompakan dan kebersa-
maan dalam menjalankan berbagai agenda kegiatan
dalam semua tahap advokasi. Kebersamaan akan
terbangun berawal dari proses pengambilan kepu-
tusan secara demokratis. Koordinasi rutin menjadi
kebutuhan dan mutlak untuk dilakukan agar semua
proses terpantau dan semua langkah dipahami dan
diputuskan secara kolektif, serta terjadi pembagian
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peran sehingga semua mitra terlibat aktif dan semua
itu bagian dari aktualisasi prinsip kebersamaan.

Transparansi. Membangun kemitraan strategis
memerlukan bangunan kepercayaan antar stake-
holders. Salah satu kunci terbangunnya kepercayaan
adalah transparansi ataupun keterbukaan pada
berbagai aspek informasi. Hal yang sering mengoyak
kemitraan strategis adalah kecurigaan terlebih pada
aspek keuangan. Aspek tersebut sangat sensitif dan
berpotensi menjadi faktor terjadinya ketidakper-
cayaan, kecurigaan, dan berdampak buruk pada
runtuhnya bangunan kemitraan. Oleh karenanya,
tatakelola organisasi, termasuk aspek keuangan
harus mendasarkan pada prinsip transparansi.

Mengawali Kemitraan
Kegiatan advokasi kebijakan prodisabilitas tidak

mungkin akan tercapai dengan efektif kalau dige-
rakkan hanya oleh satu aktor, baik yang berupa orga-
nisasi maupun person. Kemitraan menjadi jawaban
agar daya juang dalam advokasi memiliki kekuatan
penuh dan berhasil guna. Proses kemitraan terjalin



Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Publik

| 88 |

secara alamiah namun tetap memiliki pola umum
yang dapat dikembangkan dan dijadikan referensi.

Ada beberapa langkah utama dalam menjalin
kemitraan strategis. Secara lebih rinci langkah
membangun kemitraan strategis dapat diuraikan
sebagai berikut:
1) Mengindentifikasi calon mitra strategis
2) Memahami karakteristik antar mitra
3) Membangun satu kesepahaman
4) Merumuskan agenda bersama

Mengindentifikasi calon mitra strategis. Proses ini
pada hakekatnya terbangun secara alamiah. Lem-
baga atau person yang sudah berkhidmat dalam isu
disabilitas seperti yang selama ini sudah bergerak
dalam berbagai kegiatan terkait disabilitas menjadi
prioritas utama untuk dijadikan mitra strategis.
Sekarang ini lembaga atau person yang konsern
pada isu disabilitas relatif sudah banyak.

Agar tidak salah pilih mitra strategis, ada
beberapa rambu yang dapat digunakan sebagai
instrumen mencari calon mitra. Beberapa rambu
mengidentifikasi calon mitra adalah:
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1) latarbelang organisasi dan person calon mitra
yang memang sudah memiliki rekam jejak dan
kesungguhan dalam kegiatan terkait disabilitas;

2) publisitas lembaga, semakin lembaga itu kredibel
maka publisitas lembaga tersebut semakin tinggi;

3) rekomendasari mitra lain, sehingga pola snow ball
dalam mencari mitra lebih efektif.
Memahami karakteristik antar mitra. Apabila

calon mitra strategis sudah teridentifikasi, maka
langkah berikutnya membangun komunikasi yang
biasanya diawali dengan komunikasi informal dan
jika perlu ditindaklanjuti komunikasi formal. Hasil
komunikasi itu menjadi basis untuk memahami lebih
jauh tentang karakteristik organisasi dan person
calon para mitra.

Karakteristik yang perlu digali adalah siapa peng-
ambil keputusan dalam organisasi calon mitra
tersebut? Bagaimana model kerjasama yang selama
ini dilakukan oleh calon mitra? Dan pertanyaan lain
yang mampu menggali karakteristik calon mitra.
Agar memudahkan dalam kemitraan, maka disa-
rankan lembaga utama yang bermitra jumlahnya
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tidak terlalu banyak. Jumlah mitra ideal antara tiga
dan maksimal lima lembaga. Hal ini terkait dengan
proses manajemen kemitraan khususnya pada
aspek pengambilan keputusan.

Proses lanjutan adalah membangun komunikasi
formal dalam bentuk pertemuan-pertemuan. Terba-
ngunnya komunikasi intensif antar calon mitra uta-
ma pada tahap awal tersebut dikerangkakan untuk
memahami karakteristik para mitra sekaligus mem-
bangun kesepahaman.

Membangun kesepahaman. Kesepahaman utuh
tentang kemitraan strategis meliputi tata kelola ker-
jasama; arah strategis dari kemitraan berupa tujuan,
target, program dan kegiatan; termasuk kese-
pahaman dalam hal hak dan kewajiban para mitra.
Secara normatif kesepahaman dibangun pada
dokumen formal seperti nota kesepahaman (MoU),
namun dalam proses advokasi pendekatan formal
tersebut lebih sebagai kebutuhan administratif. Hal
yang lebih dikedepankan pada kesepakatan dalam
membangun dan menjalankan agenda bersama.

Merumuskan agenda bersama. Substansi kemi-



Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Publik

| 91 |

traan strategis adalah mewujudkan agenda bersama
yang menjadi misi utama. Oleh karena itu, perlu dila-
kukan perumusan secara partisipatif tentang design
program dan kegiatan yang akan dilakukan bersama
dalam rangka advokasi kebijakan prodisabilitas.

Rumusan program dan kegiatan bersama dituang-
kan dalam dokumen proposal kegiatan. Guna
memudahkan dalam perumusan agenda bersama
tersebut, akan lebih baik inisiator kemitraan menyi-
apkan dokumen embrio dari proposal kegiatan.
Dengan terumuskannya proposal yang disusun dan
dipahami bersama, maka langka awal kemitraan
strategis sudah terlaksana, dan dilanjutkan pada
langkah operasional berikutnya.

Makna kemitraan strategis dalam advokasi kebi-
jakan prodisabilitas tidaklah sempit hanya pada
lembaga mitra utama, namun juga dengan lembaga
lain yang dalam hal ini sebagai stakeholders.
Advokasi kebijakan prodisabilitas tentu akan lebih
mudah ditempuh dan diujudkan apabila stakehold-
ers mampu diidentifikasi dan dibangun kesepa-
haman yang selanjutnya akan bergerak sesuai
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dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
Secara umum, ada beberapa lembaga yang men-

jadi stakeholders utama dalam kegiatan advokasi
kebijakan prodisabilitas. Beberapa lembaga yang
menjadi stakeholders adalah:
1) Organisasi sipil seperti organisasi kemasyarakatan

(ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan
lembaga non pemerintah lainnya yang non partisan.

2) Organisasi penyandang disabilitas pada berbagai
level dan jenisnya.

3) Lembaga eksektutif, khususnya organisasi perang-
kat daerah yang terkait dengan disabilitas, seperti
Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan
Umum, Dinas Ketenagakerjaan, dan organisasi
perangkat daerah lainnya. Semakin banyak unsur
eksekutif yang memahami dan konsern pada isu
disabilitas maka proses advokasi kebijakan
prodisabilitas akan semakin mudah karena men-
dapatkan daya dukung dari pimpinan eksekutif
seperti bupati, wakil bupati, walikota, ataupun
wakil walikota, serta staf pelaksana pada tiap
organisasi perangkat daerah.
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4) Lembaga legislatif, khususnya pimpinan DPRD,
pimpinan komisi dan pimpinan fraksi. Semakin
banyak unsur legislatif yang memahami dan
konsern pada isu disabilitas maka proses advokasi
kebijakan prodisabilitas akan semakin mudah
karena mendapatkan daya dukung dari legislatif.

5) Media masa, pada semua jenis media masa, baik
cetak maupun non cetak. Peran media sangat
sentral sebagai penyampai pesan advokasi pada
khalayak luas.

6) Perguruan tinggi, khususnya pusat studi yang
terkait dengan isu disabilitas ataupun pada
lembaga pengabdian masyarakat (LPM), serta
pada individu dosen yang memiliki komitmen
pada advokasi kebijakan prodisabilitas ini.

7) Lembaga donor, sebagai mitra yang mendukung
dalam hal pendanaan dan dukungan lainnya
sepanjang lembaga tersebut tidak memaksakan
agenda tertentu yang bertentangan dengan
kepentingan penyandang disabilitas ataupun
kepentingan strategis yang lebih luas.
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BAB 6
Partisipasi Tidak Pernah

Berakhir

Konsep dan bentuk partisipasi masyarakat dalam
perumusan kebijakan publik di daerah memberikan
makna masyarakat tidak sekadar ikut terlibat, tetapi
harus berperan aktif. Masyarakat terlibat dalam pe-
rumusan kebijakan publik untuk memperjuangkan
kepentingan bersama dalam masyarakat. Manusia
sebagai makhluk adalah makhluk sosial yang tidak
mungkin hidup sendiri, namun pasti menjadi bagian
dari suatu kelompok masyarakat.

Kelompok masyarakat ini dapat bekerjasama un-
tuk memperjuangkan kepentingan bersama.
Penyandang disabilitas tergabung dalam suatu orga-
nisasi penyandang disabilitas untuk memperjuang-
kan kebijakan daerah terkait perlindungan dan
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pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat
daerah.

Makna partisipasi tentunya tidak bisa disamakan
dengan mobilisasi. Partisipasi tidak boleh dipaksa
atau digerakkan oleh kekuatan atau kekuasaan pe-
nguasa/pejabat tertentu. Orang yang ikut serta da-
lam suatu kegiatan atau penyelesaian masalah
karena digerakkan oleh orang lain (mungkin dengan
janji atau imbalan tertentu) berarti telah dimobi-
lisasi. Partisipasi lebih pada aktivitas secara aktif un-
tuk memperjuangkan kepentingan bersama. Parti-
sipasi disebut pula dengan ikut serta, turut terlibat,
ambil bagian, atau peran serta dalam kegiatan
bersama.

Seseorang dapat berpartisipasi dengan pikiran,
tenaga, atau hartanya untuk menyelesaikan  perso-
alan atau tugas bersama. Upaya ini tentunya harus
dilakukan dengan tetap menjaga keamanan dan
ketertiban, menciptakan kebersihan, menjaga keru-
kunan dan ketenteraman, serta mewujudkan
kemakmuran dan keadilan bersama.

Masyarakat harus aktif dalam kebijakan publik
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termasuk di dalamnya kebijakan publik di daerah.
Alasan apa yang melatar belakangi masyarakat perlu
aktif berpartisipasi dalam perwujudan kebijakan pu-
blik. Masyarakat harus aktif dalam proses mewu-
judkan kebijakan publik karena masyarakatlah yang
lebih tahu apa yang menjadi kebijakan kebutuhan
dan keinginan mereka dalam kebutuhan sehari hari.

Dengan adanya partisipasimasyarakat secara
langsung dalam berbagai bentuk perumusan kebi-
jakan publik akan berdampak positif pada masya-
rakat yangbersangkutan. Hal ini dikarenakan masya-
rakat akan turut bertanggung jawab terhadap
berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pe-
merintah daerah setempat, karena mereka dilibat-
kan secara langsung dalam perumusannya. Dengan
demikian diharapkan kebijakan publik tersebut
dapat menjawab berbagai persoalan yang ada di
masyarakat.

Dalam konteks masyarakat penyandang disa-
bilitas, komunitas penyandang disabilitas perlu aktif
terlibat dalam penyusunan kebijakan daerah terkait
dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
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Partisipasi penyandang disabilitas yang tergabung
dalam organisasi penyandang disabilitas sangat
penting untuk dilibatkan dalam proses perumusan
kebijakan publik termasuk kebijakan daerah tentang
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas, karena mereka yang paling paham ten-
tang berbagai persoalan yang dihadapi dalam
kehidupan mereka.

Kebijakan daerah yang disusun dapat membe-
rikan alternatif solusi dari berbagi persoalan yang
muncul dalam kehidupan penyandang disabilitas.
Bila penyandang disabilitas tidak aktif, maka akan
dampak negatif yang dapatmerugikan masyarakat
penyandang disabilitas sendiri. Dampak yang bisa
terjadi antara lain perumusan kebijakan publik di
daerah tidak memenuhi hak-hak masyarakat pe-
nyandang disabilitas. Kebijakan publik itu bisa jadi
tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan ma-
syarakat penyandang disabilitas. Kebijakan publik itu
dapat tidak sejalan atau bahkan bertentangan de-
ngan nilai-nilai yang ada dalam kelompok masya-
rakat penyandang disabilitas.
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Siapakah yang akan mewadahi dan memfasilitasi
masukan masyarakat? Sudah barang tentu diper-
lukan keterbukaan dari pihak Pemerintah Daerah
maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keter-
bukaan di sini dalam arti pihak eksekutif dan legis-
latif daerah mau mendengarkan, menampung dan
merumuskan pendapat atau masukan masyarakat
tersebut dalam kebijakan kebijakan yang diambil-
nya. Jadi bukan hanya sekedar ditampung, tanpa
ditindaklanjuti lebih jauh.

Manakala ada keterbukaan dari pihak eksekutif
dan legislatif daerah,maka akan menimbulkan mo-
tivasi atau dorongan atau semangat dari masyarakat
untuk terus membangun daerahnya dengan cara
melaksanakan berbagai aturan yang telah menjadi
kebijakan publik.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam
perumusan kebijakan publik dapat diwujudkan da-
lam tahapan proses perumusan kebijakan. Bentuk-
bentuk pastisipasi masyarakat khususnya masya-
rakat penyandang disabilitas dalam setiap langkah
dalam perwujudan kebijakan publik di daerah terkait
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dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyan-
dang disabilitas yaitu meliputi tahap pengidentifi-
kasian masalah, tahap penyampaian aspirasi kebu-
tuhan kebijakan publik, tahap perumusan (formu-
lasi) rancangan kebijakan, tahap pelaksanaan kebi-
jakan, tahap monitoring pelaksanaan kebijakan.

Tahap Pengidentifikasian Masalah
Komunitas penyandang disabilitas dapat meng-

identifikasikan berbagai permasalahan yang diha-
dapi di daerah. Guna memetakan berbagai perma-
salahan ini komunitas penyandang disabilitas lintas
organisasi dapat melakukan analisis dan diskusi un-
tuk memetakan berbagai permasalahan yang diha-
dapi penyandang disabilitas di daerah. Berbagai per-
soalan yang bisa diidentifikasikan meliputi perma-
salahan pemenuhan hak penyandang disabilitas
pada berbagai sektor yang merupakan tanggung
jawab pemerintah untuk memenuhinya.

Stigma masyarakat terhadap penyandang disa-
bilitas. Komunitas penyandang disabilitas perlu
mengindentifikasikan bagaimana masyarakat sela-
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ma ini memandang keberadaan penyandang disabi-
litas? Seberapa besar pemahaman masyarakat ter-
hadap keberadaan penyandang disabilitas dengan
berbagai persoalannya. Apakah penyandang disa-
bilitas masih dipandang sebagai bagian masyarakat
yang tidak produktif?

Sejauhmana penyandang disabilitas di daerah
telah diberikan kesempatan dan mampu secara aktif
berpartisipasi di segala aspek kehidupan masya-
rakat. Apakah terdapat program-program yang se-
cara inklusif memasukkan kepentingan penyandang
disabilitas baik di tingkat desa maupun tingkat
kabupaten.

Pemenuhan Hak Hukum. Penyandang disabilitas
semestinya memiliki hak untuk diakui dimana pun
berada sebagai seorang manusia di muka hukum.
Sejauhmana Aparat Penegak Hukum memiliki pe-
mahaman atas permasalahan hukum yang mungkin
menimpa penyandang disabilitas. Apakah aparat pe-
negak hukum sudah memiliki panduan untuk pena-
nganan pada penyandang disabilitas yang berurusan
dengan masalah hukum. Apakah pemerintah
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memberikan bantuan untuk kepentingan warga
negara khususnya kepada penyandang disabilitas
yang menghadapi masalah hukum. Lembaga-lem-
baga apa yang menyediakan pelayanan  pendam-
pingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang
terlibat permasalahan hukum.  Perlu juga diidentifi-
kasikan sejauhmana pemerintah telah menyediakan
sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang
disabilitas yang terlibat  permasalahan hukum.

Pemenuhan Hak Kesehatan. Penyandang disa-
bilitas perlu mendapatkan hak kesehatan baik se-
bagai upaya prefentif, rehabilitatif, dan kuratif.
Sejauhmana informasi-informasi tentang kesehatan
diberikan dan dapat diakses oleh penyandang disa-
bilitas sebagai upaya prefentif. Perlu diidentifikasi-
kan sejauhmana penyandang disabilitas di daerah
pelayanan secara administratif telah terdata sebagai
peserta untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Layanan kesehatan apa yang diperlukan penyan-
dang disabilitas yang masih belum tersedia pada
layanan kesehatan, dan sejauhmana layanan kese-
hatan yang diberikan pemerintah terhadap
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kebutuhan layanan kesehatan penyandang disa-
bilitas. Bagaimana ketersediaan tenaga medis yang
mampu melayani penyandang disabilitas. Apakah
tenaga medis yang ada bisa melakukan komunikasi
dengan penyandang disabilitas khususnya penyan-
dang tuna rungu atau tuna grahita, sehingga dapat
memahami keluhan penyakit dari mereka.

Bagaimana ketersediaan obat yang diperlukan
untuk penyandang disabilitas tertentu seperti pe-
nyandang psikososial, penyandang disabilitas berat.
Bagaimana layanan kesehatan reproduksi? Bagai-
mana pemerintah menyediakan dan memberikan
kemudahan untuk memperoleh alat bantu mobilitas
sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pemenuhan Hak Aksesibilitas. Komunitas
penyandang disabilitas perlu mendiskusikan sejauh-
mana pemerintah telah mewujudkan dan memfasili-
tasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas
umum bagi penyadang disabilitas.  Fasilitas umum
seperti sarana publik (kantor pemerintah, jalan,
trotoar, Rumah Sakit, pertokoan, pasar, dan tempat
rekreasi).
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Apakah penyediaan fasilitas untuk aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasa-
rana umum sudah memenuhi prinsip kemudahan,
keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan,
dan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Akse-
sibilitas tidak hanya diartikan sebagai aksesibilitas
fisik saja, namun juga aksesibilitas non fisik. Sejauh-
mana penyandang disabilitas dapat mengakses se-
gala macam informasi pada berbagai media
informasi.

Pemenuhan Hak Pendidikan. Komunitas penyan-
dang disabilitas perlu menganalisis sejauhmana
penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Peme-
rintah Daerah. Sistem pendidikan seperti apa yang
dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas. Bagai-
mana metode pembelajaran yang dilakukan sekolah
untuk penyandang disabilitas, bagaimana keterse-
diaan Guru Pembimbing Khusus (GPK ); sejauhmana
penyediaan sarana prasarana pendidikan yang
disediakan sekolah untuk memberikan kemudahan
bagi penyandang disabilitas untuk menempuh
pendidikan.
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Pemenuhan Hak  Atas Bebas dari Kekerasan. Ma-
sih adakah penyandang disabilitas yang masih
mengalami penyiksaan atau perlakuan atau peng-
hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau meren-
dahkan martabat manusia?  Juga perlu diidentifika-
sikan apakah ada praktek-praktek pengobatan yang
dilakukan terhadap penyandang disabilitas secara
tidak manusiawi.

Pemenuhan Hak Habilitasi dan Rehabilitasi.
Penyandang disabilitas perlu pula mengidentifikasi-
kan apakah tersedia program-program pemerintah
yang  memungkinkan penyandang disabilitas bisa
mencapai kemandirian maksimal kemampuan fisik,
mental, sosial. Sejauhmana Pemerintah Daerah,
dan/atau masyarakat memiliki program pelayanan
berbasis masyarakat yang diperuntukkan bagi
penyandang disabilitas.

Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Lapangan
Kerja. Komunitas penyandang disabilitas perlu juga
mengidentifikasikan peluang  penyandang disabili-
tas untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau mela-
kukan pekerjaan yang layak. Sejauhmana
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kesempatan penyandang disabilitas mendapatkan
pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan
kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebu-
tuhan individu.

Apakah pemerintah sudah memberikan informasi
pelayanan publik dan/atau sosialisasi  mengenai
penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
Apakah pemerintah juga sudah memfasilitasi pen-
ciptaan usaha mandiri penyandang disabilitas,
sebagai alternatif akses pekerjaan di sektor formal.
Apakah pemerintah telah memfasilitasi untuk mem-
berikan kemudahaan bagi pengusaha penyandang
disabilitas untuk bisa menjalin kerjasama dan kemi-
traan dengan pelaku usaha lain. Apakah pemerintah
telah memfasilitasi untuk memberikan kemudahan
dalam memperoleh permodalan?

Pemenuhan Hak atas Standar Kehidupan dan
Perlindungan Sosial yang Layak. Apakah pemerin-
tah menjamin penyandang disabilitas untuk menda-
patkan standar kehidupan yang layak bagi mereka
sendiri dan keluarganya, mencakup makanan, pakai-
an dan perumahan yang layak dan untuk



Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Publik

| 106 |

peningkatan berkelanjutan kondisi hidup. Program-
program apa yang telah dilakukan pemerintah untuk
melindungi dan memajukan pemenuhan hak pe-
nyandang disabilitas untuk mendapatkan standar
kehidupan yang layak.

Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan
Politik dan Publik. Sejauhmana pemerintah men-
jamin agar penyandang disabilitas dapat berpar-
tisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan
politik dan publik atas dasar kesamaan dengan
orang lain, secara langsung atau melalui perwakilan
yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesem-
patan bagi penyandang disabilitas untuk memilih
dan dipilih.

Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi dalam
Kebudayaan, Rekreasi, Hiburan dan Olah Raga.
Apakah penyandang disabilitas telah memiliki akses
untuk terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan-
kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan olah raga.
Seperti apakah penghargaan pemerintah bagi atlit
penyandang disabilitas yang berprestasi. Apakah
pemerintah atau pihak-pihak penyelenggara
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kegiatan-kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan
olah raga memberikan layanan dan ketersediaan
sarana prasarana yang aksesible bagi penyandang
disabilitas?

Statistik dan Pengumpulan Data. Pendataan
penyandang disabilitas untuk  menghimpun infor-
masi merupakan suatu kewajiban yang tidak terban-
tahkan. Pendataan secara umum dan secara khusus
berguna untuk mengidentifikasikan serta menun-
jukkan rintangan yang dihadapi oleh orang yang
mengalami keterbatasan dalam mendapatkan hak-
hak mereka.

Selain itu pendataan dapat memberikan dasar
informasi bagi pemerintah untuk menyusun pro-
gram dan penganggaran. Sejauhmana sistem penda-
taan penyandang disabilitas di daerah juga sangat
penting untuk dievaluasi. Tidak bisa dipungkiri
sistem pendataan yang tidak tepat menjadikan data
yang diperoleh menjadi tidak valid.

Anak Penyandang Disabilitas. Anak penyandang
disabilitas memiliki hak yang sama  dengan anak-
anak lainnya. Apakah anak penyandang disabilitas
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diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang
sebagaimana anak-anak lainnya, anak-anak penyan-
dang disabilitas berpotensi untuk menjalani kehi-
dupan secara penuh dan berkontribusi pada vitalitas
sosial, budaya, dan ekonomi dari masyarakat me-
reka. Bagaimana gambaran anak-anak penyandang
disabilitas menghadapi tantangan-tantangan lain
akibat ketidakmampuan mereka dan berbagai rin-
tangan karena kondisi disabilitasnyajuga perlu
diidentifikasikan.

Perempuan Penyandang Disabilitas. Tidak bisa
dipungkiri di sejumpah wilayah masih banyak dijum-
pai perempuan mendapatkan diskriminasi ganda,
yaitu diskriminasi sebagai perempuan dan diskrimi-
nasi karena kondisi disabilitasnya. Perlu diidentifika-
sikan, apakah di wilayah setempat masih terjadi
diskriminasi terhadap perempuan disabilitas? Apa-
kah mereka mengalami kekerasan baik psikis, fisik,
ekonomi, maupun seksual. Sejahumana layanan
pemerintah terhadap perempuan disabilitas yang
mengalami kekerasan. Bagaimana kondisi kesehatan
reproduksi mereka?
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Pemenuhan Hak Pengurangan Resiko Kebenca-
naan. Saat terjadi bencana, apakah penyandang
disabilitas menjadi prioritas untuk diselamatkan.
Pendidikan kebencanaan apa yang pernah diberikan
kepada penyandang disabilitas? Pada kondisi daru-
rat ketika terjadi bencana, sejauhmana  pemerintah
memperhatikan tempat pengungsian menyediakan
sarana prasarana dan layanan yang dibutuhkan pe-
nyandang disabilitas, seperti tersedianya toilet yang
aksesibel.

Isu-isu permasalahan dapat diperdalam dan
dikembangkan disesuaikan dengan  potensi perma-
salahan yang bisa terjadi dalam suatu komunitas
tertentu dan dalam waktu tertentu.

Tahap Penyampaian Aspirasi Kebutuhan
Kebijakan Publik

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara me-
nyampaikan/menyalurkan aspirasi tentang kebu-
tuhan kebijakan publik untuk menjawab berbagai
persoalan yang dihadapi dalam suatu kelompok
kumunitas. Kebutuhan peraturan daerah tentang
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perlindungan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas dapat dilakukan dengan mengkomunika-
sikan langsung kebutuhan tersebut dengan mela-
kukan audiensi kepada eksekutif yaitu kepala daerah
kabupaten/kota yaitu Bupati atau Walikota. Pesan
tentang kebutuhan peaturan daerah juga perlu diko-
munikasikan kepada legislatif yaitu pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau kepada ketua
komisi yang membidangi masalah terkait.

Pada kesempatan bertemu dengan Kepala Daerah
dan Ketua DPRD komunitas penyandang disabilitas
yang tergabung dalam organisasi-organisasi penyan-
dang disabilitas yang berada pada daerah tersebut
perlu bersama-sama untuk menyampaikan urgensi
kebutuhan adanya kebijakan daerah untuk perlin-
dungan dan pemenuhan penyandang disabilitas.
Pada kesempatan ini juga perlu dipaparkan berbagai
persoalan yang dihadapi oleh penyandang disa-
bilitas dalam kehidupannya.

Komunitas penyandang disabilitas juga perlu
menjelaskan kondisi yang memungkinkan daerah
tersebut untuk mewujudkan kemungkinan terwu-
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judnya peraturan daerah tersebut. Hal-hal yang
mendukung terwujudnya peraturan daerah adalah
sudah adanya kebijakan yang ada di atasnya. Pera-
turan kebijakan yang memungkinkan di daerah
untuk mewujudkan peraturan daerah.

Tahap Perumusan (Formulasi) Rancangan
Kebijakan

Pada tahap ini, masyarakat penyandang disa-
bilitas dapat memberikan opini, masukan, maupun
mengkritik rancangan kebijakan yang  ada, apabila
masih belum dirasakan adanya layanan pemerintah
yang belum memadai untuk menyelesaikan masalah
mereka. Pada tahap ini masyarakat penyandang
disabilitas bisa menyajikan opininya melalui usulan
naskah akademik kepada pemerintah. Naskah
Akademik memaparkan alasan-alasan, fakta atau
latar belakang tentang hal-hal yang mendorong
disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga
dipandang sangat penting dan mendesak diatur
dalam peraturan daerah.

Manfaat dari data atau informasi dalam naskah
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akademik ini pemerintah dapat mengetahui dengan
pasti tentang mengapa perlunya dibuat sebuah
peraturan daerah dan apakah peraturan daerah
tersebut memang diperlukan oleh masyarakat. Pada
naskah akademik ini dapat disajikan hasil analisis
permasalahan penyandang disabilitas, sejauhmana
kebijakan yang ada telah mengadopsi berbagai
kebutuhan penyandang disabilitisa.

Lebih lanjut, naskah akademik berisikan rekomen-
dasi tentang urgensi atau dasar pemikiran perlunya
suatu peraturan perundang-undangan, konsepsi,
asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan,
dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-
norma yang  akan menjadi tuntunan dalam menyu-
sun suatu rancangan peraturan perundang-un-
dangan termasuk di dalamnya peraturan daerah.

Partisipasi komunitas penyandang disabilitas
selanjutnya dapat berupa memberikan usulan draft
rancangan peraturan daerah. Draf rancangan pera-
turan daerah ini mestinya menjadi rancangan kebi-
jakan yang dapat menjawab berbagai persoalan
dihadapi penyandang disabilitas. Rancangan usulan
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rancangan peraturan daerah dapat disampaikan
kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

Usulan rancangan peraturan daerah ini tentunya
akan diproses di legislatif dengan melibatkan
eksekutif. Guna memberikan kesempatan masukan
penyempurnaan terhadap draft peraturan daerah
ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam public
hearingyang dilakukan oleh legislatif.

Pada proses finalisasi draf rancangan peraturan
daerah ini komunitas penyandang disabilitas dapat
berpartisipasi untuk melakukan monitoring untuk
memastikan bahwa proses pembahasan dan penye-
lesaian rancangan peraturan daerah ini terus ber-
jalan serta memastikan pasal-pasal yang diusulkan
untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disa-
bilitas bisa diadopsi.

Tahap Pelaksanaan Kebijakan
Partisipasi masyarakat dapat ditunjukan dengan

mendukung dan melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan. Guna memastikan bahwa peraturan
daerah dapat diimplementasikan, maka peraturan
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daerah harus disosialisasikan kepada berbagai
pihak. Partisipasi komunitas penyandang disabilitas
juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi
peraturan daerah. Peraturan daerah tentang perlin-
dungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
perlu disosialisasikan ke semua organisasi peme-
rintah daerah, karena implementasi peraturan dae-
rah tentang perlindungan dan pemenuhan hak pe-
nyandang disabilitas memerlukan peran lintas
sektoral.

Sosialisasi perlu dilakukan kepada semua stake-
holder yang diharapkan dapat ikut aktif berpartisi-
pasi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Sebagai contoh layanan kesehatan kepada penyan-
dang disabilitas tidak hanya dilakukan oleh rumah
sakit pemerintah, namun juga bisa diberikan oleh
rumah sakit swasta.

Sikap proaktif masyarakat penyandang disabilitas
dalam pelaksanaan kebijakan sangat diharapkan
agar masalah yang dihadapi dapat segera tersele-
saikan. Tanpa dukungan masyarakat, kebijakan
publik yang baik pun tidak akan mampu
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menyelesaikan masalah. Sikap proaktif masyarakat
dapat ditunjukkan dengan pendesakan terwujudnya
peraturan yang lebih teknis. Peraturan daerah dapat
dioperasionalkan dengan disusun peraturan yang
lebih teknis. Peraturan Bupati memberikan mem-
berikan panduan lebih teknis untuk pelaksanaan
peraturan daerah Proses penyusunan peraturan
bupati juga membutuhkan partisipasi komunitas.

Panduan lebih teknis lagi untuk impelementasi
peraturan daerah bagi organisasi pemerintah daerah
adalah disusunnya standar operasional prosedur
untuk memberikan layanan pada masyarakat. Pada
proses penyusunan standard operasional prosedur
ini juga diperlukan peran masyarakarat untuk me-
mastikan prosedur yang diterapkan dapat
diilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dapat juga diberikan dalam
proses penyusunan program dan penganggaran
pemerintah daerah. Penyandang disabilitas perlu
aktif dalam proses musyawarah perencanaan pem-
bangunan (musrenbang) daerah yaitu memberikan
usulan program kepada pemerintah daerah untuk
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dapat dipastikan adanya ketersediaan anggaran
pemerintah untuk pelaksanaan program. Proses
monitoring terhadap perencanaan pembangunan
dan pelaksanaannya dapat secara terus menerus
dilakukan oleh masyarakat.

Penyandang disabilitas dapat selalu melakukan
monitoring terhadap perencanaan pembangunan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan
melihat sejauhmana perencanaan pembangunan
dan penganggaran pemerintah daerah telah mem-
pertimbangkan untuk kepentingan penyandang
disabilitas dengan mengacu pada peraturan daerah
yang ada. Monitoring dapat dilaksanakan dan mela-
kukan evalusi untuk perbaikan pelaksanaan program
dan penganggaranpemerintah pada waktu yang
akan datang.

Peraturan daerah tingkat kabupaten juga dapat
digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan pro-
gram dan kegiatan pada organisasi pemerintah
tingkat desa. Pada proses penyusunan program,
penganggaran dan monitoring atas pelaksanaan
program di tingkat desa juga membutuhkan
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partisipasi aktif dari masyarakat sebagaimana pada
pemerintah daerah tingkat kabupaten.

Dalam konteks pemberian usulan penyusunan
program, penganggaran dan monitoring pelaksa-
naan program untuk layanan pada penyandang disa-
bilitas di tingkat kabupaten maupun tingkat desa
dilaksanakan setiap tahun, tentunya dibutuhkan
peran penyandang disabilitas dan organisasi
penyandang disabilitas di wilayah setempat secara
berkelanjutan, dengan demikian partisipasi masya-
rakat tidak akan pernah berakhir.
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